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Dwi Syahrul Alam PM (B11109423). Status Hukum Perusahaan 
Tentara Bayaran dan Jasa Keamanan serta Hak dan Kewajiban Negara 
Pengguna Jasa Menurut Hukum Humaniter, dibimbing oleh Abdul Maasba 
Magassing dan Albert Lakollo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum 
perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan serta hak dan kewajiban 
negara pengguna jasa menurut hukum humaniter apabila terjadi 
pelanggaran terhadap hukum humaniter. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi 
kepustakaan (Library Research). Data yang diperoleh dianalisis dan 
disajikan secara deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan data penelitian, menunjukan bahwa personel 
perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan (Private Military and 
Security Companies - PMSC), yakni Perusahaan Tentara Bayaran (Private 
Military Companies - PMC) yang dianggap sebagai kombatan dan 
Perusahaan Jasa Keamanan (Private Security Companies - PSC) yang 
dianggap sebagai warga sipil, dan mereka dianggap sebagai tawanan 
perang ketika tertangkap oleh musuh. Walaupun status sebagai 
kombatan, warga sipil, dan tawanan perang, personel perusahaan tentara 
bayaran dan jasa keamanan (Private Military and Security Companies - 
PMSC) tetap diperlakukan sebagai non-kombatan yang terlibat dalam 
suatu konflik bersenjata. Mereka memiliki hak untuk diperlakukan secara 
manusiawi dalam segala keadaan dan hak untuk dilindungi dari 
pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, dan penghinaan atas martabat 
seseorang. Pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dilakukan oleh 
atau terhadap personel perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan 
(Private Military and Security Companies - PMSC), memberikan kewajiban 
atau pertanggungjawaban kepada negara pengguna jasanya. Mereka 
harus tunduk pada hukum humaniter. Negara harus memberikan ganti rugi 
terhadap korban yang diakibatkan oleh tindakan perusahaan tentara 
bayaran dan jasa keamanan (Private Military and Security Companies - 
PMSC), misalnya berupa pemberian asuransi. 
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A.  Latar Belakang 
 
Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak 
dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi 
tema-tema utama dalam literatur politik dan juga hubungan internasional 
berkisar antara dua macam interaksi tersebut. Ungkapan bahwa peace to 
be merely a respite between wars menunjukkan bahwa situasi perang dan 
damai terus silih berganti dalam interaksi manusia. Secara definitif perang 
adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam 
studi hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah 
penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam 
sistem internasional. Dalam arti luas, perang menyangkut konsep-konsep 
seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, 
pendudukan bahkan teror. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa 
dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang. Para 
ilmuwan kemudian mencoba untuk mencari penjelasan logis atas situasi 
ini.1 
Couloumbis dan Wolfe menyebutkan bahwa manusia memuaskan 
kebutuhan-kebutuhannya dalam hal identitas, keamanan, dan melepaskan 
                                                          
1
  Tentara Bayaran. www.wikipedia.com. Diakses pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 
2014, jam 14.03 WITA. 
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diri dari kebosanan dengan cara melibatkan diri dalam perang. 
Peperangan dari masa ke masa senantiasa mengambil korban dalam 
jumlah yang banyak yang berujung kepada penderitaan, baik kepada 
pihak yang berperang maupun pihak yang tidak ikut berperang namun 
terkena dampak dari peperangan tersebut. Peperangan tanpa mengenal 
batas-batas yang ada telah lazim dipraktekkan dalam berbagai 
peperangan. Pepatah kuno yang mengatakan “segalanya sah dilakukan 
dalam peperangan” telah menjadi strategi dan siasat yang muncul dengan 
sendirinya pada saat terjadinya peperangan. Penyerangan terhadap 
petani, lumbung gandum, saluran air, dan objek-objek lainnya dianggap 
sebagai bagian dari suatu siasat yang lazim dilakukan sebelum dikenalnya 
hukum humaniter, barulah kemudian setelah orang-orang mulai 
merasakan kerugian dari perang tanpa batas tersebut, mereka mulai 
menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur peperangan. Hal inilah 
yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum humaniter.2 
Keamanan suatu negara saat ini semakin mendapat perhatian di 
mata internasional. Terlebih karena adanya peperangan antar negara. 
Dinamika negara-negara ini sangat menarik perhatian akibat terjadinya 
pelonjakan sektor keamanan swasta baru-baru ini dalam konteks konflik 
dan pasca-konflik, seperti di Afghanistan dan Irak. Sektor keamanan 
swasta biasanya diidentikkan dengan tentara bayaran. Tentara bayaran 
                                                          
2
   http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniter-internasional.html.       
Diakses pada hari Selasa, tanggal 04 Februari, jam 14.04 WITA. 
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atau mercenary, yang juga biasa disebut dengan istilah soldier of fortune3 
adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer 
lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak terlalu 
memperdulikan ideologi, kebangsaan, atau paham politik atas peperangan 
yang dilakukannya.  
Dewasa ini berkembang suatu bisnis tentara bayaran. Tentara 
bayaran tersebut tergabung dalam suatu organisasi yang berbentuk 
perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan tentara bayaran dan jasa 
keamanan (Private Military and Security Companies) (selanjutnya 
disingkat PMSC). Keberadaan PMSC sebagai penyedia jasa tentara 
bayaran yang terorganisir, tentunya tak lepas dari hukum dan peraturan. 
Keberadaan mereka juga tidak pernah terlepas dari setiap konflik maupun 
peperangan bahkan sejak peradaban ribuan tahun silam. Tercatat dalam 
sejarah, Karthago misalnya, menempatkan tentara-tentara bayaran dalam 
jajaran resmi militernya dalam menghadapi ancaman hegemoni Romawi, 
tak terkecuali para firaun, raja-raja, serta shogun memanfaatkan 
keberadaan mereka dalam perang.4 
Munculnya tentara bayaran umumnya karena adanya konflik-konflik 
terutama di negara dunia ketiga yang biasanya selalu berkaitan dalam 
masalah politik, kekuasaan, sumberdaya alam, dan kepentingan ekonomi,  
serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau 
                                                          
3
  Ibid. 
4
  Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan 
Pelatihan Tentara Bayaran, 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34, mulai 
berlaku tanggal 20 Oktober 2001. Diakses dari http://www.un.org/documents/ 
ga/res/44/a44r034.htm, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014, jam 19.10 WITA. 
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pihak-pihak yang terlibat di dalamnya meminta bantuan negara-negara 
lain terutama negara-negara maju. Dewasa ini permintaan atas tentara 
bayaran tidak hanya demi kepentingan negara-negara yang sedang 
berkonflik, melainkan juga karena adanya kepentingan rahasia dari 
negara maju atau negara adikuasa serta untuk kepentingan operasi-
operasi intelijen sehingga kemudian dikenal dengan istilah perang kotor 
(dirty war).5 
Tentara bayaran pada umumnya adalah mantan anggota tentara 
atau anggota tentara yang telah habis masa dinasnya atau tentara yang 
terpaksa dikeluarkan dari dinas militer baik karena sanksi personel 
ataupun karena pengurangan personel dalam tubuh angkatan bersenjata. 
Salah satunya adalah negara Amerika Serikat, yang melakukan banyak 
pengurangan terhadap personel militernya seiring berakhirnya perang 
dingin dengan Blok Timur yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet 
pada akhir tahun 80-an. Pengurangan jumlah personel militer ini kemudian 
menimbulkan suatu permasalahan sosial dimana banyak mantan tentara 
yang membutuhkan pekerjaan. Untuk menghindari gejolak sosial, 
khususnya di negara-negara maju, maka dibentuklah suatu perusahaan 
atau badan usaha yang bersifat swasta yang bergerak dalam jasa 
keamanan swasta yang dikenal dengan perusahaan militer swasta untuk 
menampung mantan tentara tersebut. Hal ini mengakibatkan Amerika 
Serikat memiliki personel PMSC terbesar di dunia saat ini. 
                                                          
5
 Tentara Bayaran. www.wikipedia.com. Op.Cit. 
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Kebiasaan yang pada umumnya berlaku ketika terjadi perang 
adalah ketentuan bahwa mereka secara internasional tidak bisa dengan 
sengaja dijadikan sasaran serangan militer, kemudian juga ketentuan 
bahwa personel PMSC tidak boleh dilibatkan dalam operasi militer 
meskipun hanya sebagai pendukung. Karena pada kenyataannya, PMSC 
ini terdiri dari dua macam, yaitu ada yang berfungsi untuk menjaga 
keamanan suatu negara dan ada pula yang menyediakan jasa tentara 
bayaran yang diturunkan dalam sengketa bersenjata. Terminologi tersebut 
terkait dengan jenis PMSC yaitu perusahaan jasa keamanan (Private 
Security Companies - PSC) dan perusahaan tentara bayaran (Private 
Military Companies - PMC).6 
Perusahaan jasa keamanan (Private Security Companies) 
(selanjutnya disingkat PSC) didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan 
jasa keamanan yang mengkhususkan dirinya pada menyediakan jasa 
keamanan dan perlindungan personel dan harta benda, yang mencakup 
aset kemanusiaan dan industri. Sedangkan perusahaan tentara bayaran 
(Private Military Companies) (selanjutnya disingkat PMC) didefinisikan 
sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya 
pada keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan 
strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, 
pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan. Di negara-negara yang 
                                                          
6
  Jerry Indrawan. Status Private Military and Security Companies (PMSC) dalam Hukum 
Humaniter    Internasional.   Diakses   dari  http://hukum.kompasiana.com/2013/01/28/ 
  status-private-military-and-security-companies-pmsc-dalam-hukum-humaniter-




sedang mengalami konflik atau dalam keadaan pasca-konflik biasanya 
terjadi kerusakan atau kekurangan jasa pelayanan keamanan umum, dan 
di sinilah PSC sering kali menutup kekurangan.7 
Di lain pihak, industri keamanan swasta global bertambah secara 
eksponensial dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir ini. 
Walaupun dinamika sangat berbeda, tergantung pada konteks khusus 
yaitu di negara maju, negara transisional, negara pasca-konflik dan 
negara berkembang. Nampaknya terdapat satu bilangan pembagi yaitu 
privatisasi keamanan terjadi ketika pemerintah, penyedia keamanan, tidak 
mampu atau sesungguhnya tidak bersedia melaksanakan peran ini. Lebih 
dari itu, pertimbangan keefektifan biaya mengakibatkan kecenderungan 
yang semakin berkembang menuju „outsourcing‟ dan privatisasi fungsi-
fungsi keamanan negara. Kemitraan public swasta di bidang keamanan 
merupakan salah satu contoh yang paling penting dari fenomena ini. Pada 
khususnya, PMSC sudah muncul untuk memenuhi permintaan jasa 
keamanan yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat, warga 
biasa, usaha swasta, organisasi, dan badan internasional, serta 
pemerintah sendiri. Sebagian dari jasa keamanan ini, misalnya keamanan 
rumah dan penjagaan statis (static guarding) dalam negara maju maupun 
negara berkembang biasanya dilakukan oleh PMSC lokal yang tidak 
bersenjata. Jasa-jasa lainnya memastikan agar angkatan bersenjata suatu 
negara dapat berfungsi dengan lancar. Peran PMSC, rekonstruksi pasca-
                                                          
7
  Ibid. 
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konflik dan aktivitas yang berkaitan seperti pelucutan senjata, 
demobilisasi, dan reintegrasi (DDR, Disarmament, Demobilisation 
andReintegration) semakin meningkat. Kejadian ini bukan hanya karena 
permintaan jasa keamanan swasta yang semakin meningkat. Dengan 
sendirinya, para PMSC telah memperlebar usahanya untuk menjadikan 
diri mereka sebagai penyedia tentara yang profesional dan efektif. 
Keterlibatan personel asing dalam menyediakan bantuan militer 
sudah sering terjadi dalam konflik bersenjata. Selama tahun 1960 hingga 
1970-an, situasi seperti ini sering diasosiasikan dengan istilah operasi 
terselubung yang melibatkan tentara bayaran. Akan tetapi, tahun-tahun 
terakhir ini muncul perusahaan-perusahaan profesional yang menawarkan 
jasa keamanan (militer), yang memiliki legitimasi untuk beroperasi di mata 
hukum, yaitu penerapan PMC. Contohnya Blackwater, Executive 
Outcomes, dan Sandline International yang telah melaksanakan sejumlah 
operasi tempur di berbagai negara di dunia. Blackwater sangat terlibat 
dalam operasi-operasi keamanan di Irak, Pakistan, dan Afganistan, 
bahkan diindikasikan juga terlibat membantu pasukan oposisi di Suriah. 
Executive Outcomes membantu Pemerintah Angola melawan 
pemberontak dan juga Otoritas Sierra Leone dalam mengalahkan 
Revolutionary United Front, lalu mengembalikan kekuasaan presiden 
terpilih. Sandline mengaku telah menjalankan enam operasi internasional 
sejak 1993, termasuk di Papua Nugini dan juga Sierra Leone.8 
                                                          
8
 Tentara Bayaran. www.wikipedia.com. Op.Cit. 
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Meningkatnya penggunaan PMSC dalam pengertian modern 
menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. PMSC cenderung dipandang 
memiliki motivasi utama yang bersifat moneter daripada kesetiaan 
ideologis atau patriotik. Negara-negara semakin sering menyewa PMSC  
untuk diterjunkan ke zona dimana konflik bersenjata sedang terjadi. 
Karena itu, akan lebih baik untuk membuat mekanisme pengaturan 
kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Keberadaan tentara bayaran  
yang terlibat dalam suatu konflik, mengundang opini negatif bahkan 
kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia. Sering kali 
keberadaan mereka justru terlibat dalam dunia kriminalitas, seperti mafia 
dan triad yang umumnya terlibat kejahatan lintas negara seperti kasus 
mafia obat bius atau narkotika. Sedangkan keberadaan tentara bayaran 
yang tergabung dalam suatu PMSC  yang secara hukum diakui di dalam 
negara tempat perusahaan tersebut didaftarkan, semakin berkembang 
seiring makin dibutuhkannya mereka dalam peperangan oleh negara-
negara yang terlibat konflik bersenjata, maupun pihak ketiga yang memiliki 
kepentingan atas perang tersebut. Selain itu yang menjadi penyebab 
berkembangnya bisnis tentara bayaran adalah keuntungan yang besar 
yang diperoleh tentara bayaran atas jasa mereka dalam peperangan. 
Personel PMSC banyak melakukan tindakan di luar sisi 
kemanusiaan, seperti membunuh atau melukai warga sipil. Namun 
sebaliknya, dalam kasus Fallujjah, Irak,  personel PMSC digantung dan 
dibunuh oleh warga sipil. Untuk memberikan sanksi hukum terhadap 
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kasus yang melibatkan PMSC  ini, maka status mereka sangat penting 
untuk diketahui. Namun status PMSC dalam Hukum humaniter di dalam 
sebuah negara yang sedang berperang harus jelas, apakah mereka 
kombatan atau warga sipil.  
Salah satu prinsip utama Hukum Humaniter adalah untuk 
semaksimal mungkin melindungi warga sipil dari dampak konflik 
bersenjata dan tidak dapat diserang. Kombatan musuh 
merepresentasikan target-target militer dan secara hukum dapat diserang 
asalkan mereka tidak dikategorikan „hors de combat‟9. Hanya kombatan 
yang memiliki hak untuk terlibat dalam pertempuran. 
Sadar akan banyaknya kebingungan terkait status karyawan atau 
personel PMSC  berdasarkan Hukum humaniter, maka perlu adanya 
penjelasan aspek legal terkait tentara bayaran dan PMSC berdasarkan 
hukum. Hal ini sangat penting, karena hanya ketika status mereka 
dipahami dan diterima, mereka bisa diatur secara efektif. Begitupula 
permasalahan mengenai bentuk pertanggungjawaban negara pengguna 
jasa PMSC, apabila terjadi pelanggaran terhadap Hukum humaniter harus 
diperhatikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan keamanan dan perlindungan 
terhadap personel PMSC. 
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 Hors de combat adalah kombatan yang tidak mampu (tidak berdaya) untuk melakukan 
serangan kepada pihak musuh, baik karena sakit, luka-luka atau memang telah 
menyerah. Hors de combat ini harus dilindungi dan dirawat (jika sakit atau terluka) dan 
minimal harus mendapatkan jaminan perlindungan sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yakni perlindungan atas jiwa dan raga, tidak boleh 
disandera, harus diperlakukan dengan manusiawi, serta jaminan persamaan hak di 
muka hukum / peradilan yang jujur dan beradab. Kadang-kadang dalam literatur istilah 
hors de combat ini juga disebut dengan istilah „out of combat’. 
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B.  Rumusan Masalah 
 
Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bebrapa masalah 
yaitu : 
1. Bagaimana status hukum perusahaan tentara bayaran dan jasa 
keamanan (Private Military and Security Companies – PMSC) 
menurut hukum humaniter ? 
2. Bagaimana hak dan kewajiban negara pengguna jasa 
perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan (Private 
Military and Security Companies – PMSC) jika terjadi 
pelanggaran terhadap hukum humaniter ? 
 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
1.   Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
a. Untuk mengetahui status hukum perusahaan tentara bayaran 
dan jasa keamanan menurut hukum humaniter. 
b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban negara pengguna jasa 
perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan (Private 
Military and Security Companies – PMSC) jika terjadi 





2. Kegunaan Penulisan 
Adapun kegunaan dari penulisan skripsi terdiri dari kegunaan teoritis 
dan kegunaan praktis. 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum 
Internasional, khususnya yang terkait dengan status hukum perusahaan 
tentara bayaran dan jasa keamanan menurut hukum humaniter serta hak 
dan kewajiban negara pengguna jasa status hukum perusahaan tentara 
bayaran dan jasa keamanan menurut hukum humaniter jika terjadi 
pelanggaran terhadap hukum humaniter. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat 
berharga bagi berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan tentara 














A. Tinjauan tentang Hukum Humaniter  
 1. Pengertian hukum humaniter  
Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum humaniter, 
atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya 
dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. 
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa adalah suatu kenyataan 
yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat 
manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk 
mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara 
berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat 
manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-
pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang 
antara bangsa bangsa.10 
Dalam sejarahnya hukum humaniter dapat ditemukan dalam 
aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. 
Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-
19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan 
praktis, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit atas 
peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan 
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antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. 
Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara 
di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan 
hukum humaniter. Dewasa ini, Hukum humaniter diakui sebagai suatu 
sistem hukum yang benar-benar universal. 
Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan 
tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok 
orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali 
melalui sejarah di hampir semua negara atau peradaban di dunia. Dalam 
peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang adil (just war). 
Kelompok orang tertentu itu meliputi penduduk sipil, anak-anak, 
perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang.11 
Istilah hukum humaniter atau yang biasanya dikenal dengan international 
humanitarianlaw applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum 
perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum 
sengketa bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini 
biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.Beberapa definisi hukum 





                                                          
11




a. Menurut Jean Pictet : 
“International Humanitarian Law, in the wide sense, is constituted by all 
the international legal provisions, whether written or customary, ensuring 
respect for individual and his well being””.12 
b. Menurut Mochtar Kusumaatmadja : 
“bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan 
korbanperang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu 
sendiri darisegala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu 
sendiri”.13 
c. Menurut Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Kementerian 
Hukum dan  HAM merumuskan sebagai berikut : 
“hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan 
internasional,baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum 
perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan 
terhadap harkat dan martabat seseorang.” 
 d. Menurut S.R Sianturi :  
“hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul 
antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan 
sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.“ 
Dengan mencermati pengertian dan atau definisi yang disebutkan 
di atas, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam 
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 Pictet. The Principles of International Humanitarian Law, dalam Haryomataram. 
Hal.15.  
13
 Mochtar Kusumaatmadja. Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan 
Penerapannya di Indonesia. Jakarta. Bina Cipta. 1980. Hal.5. 
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tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah, dan aliran sempit. Jean 
Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti 
pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik 
Hukum Jenewa, Hukum DenHaag, dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya 
Geza Herzegh menganut aliran sempit, menurutnya hukum humaniter 
hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan 
Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum 
humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.14 
2. Istilah Hukum Humaniter 
Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International  
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict berawal dari istilah hukum 
perang (Laws of War), yang kemudian berkembang menjadi hukum 
sengketabersenjata (Laws of Armed Conflict), yang akhirnya pada saat ini 
biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter (International Humanitarian 
Laws). Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-
aturan pokok, yaitu :15 
a. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai 
untuk berperang (Hukum Den Haag / The Hague Laws); 
b. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan 
dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa / The Genewa 
Laws). 
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  Haryomataram. Hukum Humaniter. Jakarta. Rajawali Press. 1994. Hal. 15-25. 
15
 Haryomataram. Sekelumit tentang Hukum Humaniter. Surakarta. Sebelas Maret 
University Press. 1994. Hal. 1. 
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Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang 
sebagai berikut :16 
a. Jus ad bellum yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam 
hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan 
bersenjata; 
b. Jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi 
menjadi 2 (dua) yaitu : 
1) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (condact of war). 
Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws. 
2) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi 
korban perang. Ini lazimnya disebut The Genewa Laws. 
Berdasarkan uraian di atas, maka Hukum humaniter terdiri dari dua 
aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Semula istilah 
yang digunakan adalah hukum perang. Tetapi karena istilah 
perang tidak disukai, yang terutama disebabkan oleh trauma Perang 
Dunia II yang menelan banyak korban, maka dilakukan upaya-upaya 
untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Upaya-upaya 
tersebut adalah melalui :17 
a. Pembentukan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Karena para anggota 
organisasi ini sepakat untuk menjamin perdamaian dan keamanan, 
maka para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan 
perang, apabila mereka terlibat dalam suatu permusuhan. 
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 Haryomataram. Hukum Humaniter. Op.Cit. Hal.2-3. 
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 Ibid. Hal. 8  
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b. Pembentukan Kellog-Briand Pact atau disebut pula dengan Paris Pact 
1928. Anggota-anggota dari perjanjian ini menolak atau tidak 
mengakui perang sebagai alat politik nasional dan mereka sepakat 
akan mengubah hubungan mereka hanya dengan jalan damai. 
Sikap untuk menghindari perang berpengaruh dalam perubahan 
penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi 
Hukum Sengketa Bersenjata (Laws of Armed Conflict). Mengenai hal ini 
Edward Kossoy menyatakan : 
“The term of armed conflict tends to replace at least in allrelevant legal 
formulation, the older notion of war. Onpurely legal consideration the 
replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical”. 
 
Istilah hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict) sebagai 
pengganti hukum perang (law of war) banyak dipakai dalam konvensi-
konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya. Dalam 
perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, 
diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya 
banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (humanity principle). Dengan 
adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata 
mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum humaniter 
yang Berlaku dalam Sengketa Bersenjata (International Humanitarian Law 
Applicable in Armed Conflict) atau biasa disebut Hukum humaniter 
(International Humanitarian Law). Walaupun istilah yang digunakan 
berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa Bersenjata, dan 
Hukum Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama. 
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3. Sejarah  dan perkembangan hukum humaniter 
Hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan dan di 
mana aturan-aturan hukum humaniter itu timbul, dan lebih sulit lagi untuk 
menyebutkan “pencipta” dari hukum humaniter tersebut.18 Sekalipun 
dalam bentuknya yang sekarang relatif baru, Hukum humaniter atau 
hukum sengketa bersenjata, atau hukum perang, memiliki sejarah yang 
panjang.19 Hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan perang 
sama tuanya dengan kehidupan manusia di Bumi.20 Sampai kepada 
bentuknya yang sekarang, hukum humaniter telah mengalami 
perkembangan yang sangat panjang. Dalam rentang waktu yang sangat 
panjang telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk 
memanusiawikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha 
untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman 
perang dan perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam 
perang.21 Upaya-upaya tersebut, yang acap kali mengalami pasang surut, 
mengalami hambatan dan kesulitan sebagaimana akan tergambar dalam 
uraian-uraian beriktunya. Upaya-upaya tersebut dapat kita bagi dalam 
tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter berikut ini : 
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 Hans-Peter Gasser. Internatioanal Humanitarian Law, an Introduction. Berne-
Stuttgart-Vienna. Paul Haupt Publisher. 1993. Hal. 6. 
19
 Frits Kalshoven. Constraint on the Waging of War. ICRC. 1991. Hal.7. 
20
  Jean Pictet. Development and Principles of International Humanitarian Law. Martinus 
Nijhoff Publisher. 1985. Hal. 6. 
21
 Ibid. Hal. 6. 
19 
 
a. Zaman Kuno 
Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan 
mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan 
mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada 
waktu penghentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang 
biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan 
baik.22 Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan 
terlebih dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung 
panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang 
terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. 
Gencatan senjata semacam ini sangat dihormati, sehingga para prajurit di 
kedua pihak ditarik dari medan pertempuran.23 Juga, dalam berbagai 
peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM upaya-upaya seperti itu 
berjalan terus. Hal ini dikemukakan oleh Pictet, antara lain sebagai                 
berikut :24 
1) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan 
lembaga yang terorganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan 
perang, kemudian mengadakan arbitrase kekebalan utusan musuh 
dan perjanjian perdamaian. 
2) Kebudayaan Mesir Kuno sebagaimana disebutkan dalam “Seven 
Works of True Mercy”, yang menggambarkan adanya perintah untuk 
memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada 
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musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit, dan menguburkan 
yang mati. Perintah lain pada masa itu menyatakan, “anda juga harus 
memberikan makanan kepada musuh anda”. Seorang tamu, bahkan 
musuh pun tak boleh diganggu. 
3) Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan cara-
cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan 
atas keadilan dan integritas. Mereka menandatangani pernyataan 
perang dan traktat. Para penduduk yang menyerah, yang berasal dari 
kota, tidak diganggu. Kota-kota di mana para penduduknya 
melakukan perlawanan, akan ditindak tegas. Namun hal ini 
merupakan pengecualian terhadap kota-kota yang dirusak dan 
penduduknya dibantai atau dijadikan budak. Kemurahan hati mereka 
berbeda dengan bangsa Assiria yang menang, datang dengan 
kekejaman. 
4) Di India, sebagaimana tercantum dalam syair kepahlawanan 
Mahabrata dan Undang-undang Manu (Dikatakan oleh Viswanath 
dalam bukunya International Law in Ancient India, bahwa dalam 
hukum internasional India kuno terdapat ketentuan mengenai hak-hak 
tentara pendudukan, senjata terlarang, dan perlakuan tawanan 
perang yang mirip dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Den Haag 
mengenai Peperangan diDarat 1907),25 para satria dilarang 
membunuh musuh yang cacat, yang menyerah; yang luka harus 
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 Mochtar Kusumaatmadja. Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949. Bandung. 
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dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Semua senjata dengan 
sasaran menusuk ke hati atau senjata beracun dan panah api 
dilarang, penyitaan hal milik musuh, dan syarat-syarat bagi 
penahanan para tawanan perangtelah diatur, dan pernyataan tidak 
menyediakan tempat tinggal dilarang. 
Dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia juga dapat 
ditemukan beberapa kebiasaan dan hukum perang yang diberlakukan 
pada periode pra-sejarah, periode klasik, maupun periode Islam. Praktek 
dari kebiasaan dan hukum perang yang dilakukan antara lain tentang 
pernyataan perang, perlakuan tawanan perang serta larangan menjadikan 
wanita dan anak-anak sebagai sasaran serangan, dan juga tentang 
pengakhiran perang. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sumatera 
Selatan (Prasasti Talang Tuwo) misalnya, berisikan berita Raja yang 
memuat tentang kutukan (dan ultimatum). Jadi bagi mereka yang tidak 
menuruti perintah Raja, akan diserang oleh bala tentara Raja. Begitu pula 
pada masa Kerajaan Gowa diketahui adanya perintah Raja yang 
memerintahkan perlakuan tawanan perang dengan baik.26 
2.  Zaman Abad Pertengahan 
Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-
ajaran dari agama Kristen, Islam, dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama 
Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang 
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 Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang praktek hukum dan kebiasaan perang pada 
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adil” atau just war. Ajaran Islam tentang perang antara lain bisa dilihat 
dalam Al Qur‟an surah Al-Baqarah: 190, 191, al Anfal: 39, at Taubah: 5, al 
Haj: 39, yang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri, dan 
menghapuskan kemungkaran. Adapun prinsip kesatriaan yang 
berkembang pada abad pertengahan ini misalnya mengajarkan tentang 
pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-
senjata tertentu. 
3.  Zaman Modern 
Kemajuan yang menentukan terjadi mulai abad ke-18, dan setelah 
berakhirnya perang Napoleon, terutama pada tahun 1850 sampai 
pecahnya Perang Dunia I. Praktek-praktek negara kemudian menjadi 
hukum dan kebiasaan dalam berperang (jus in bello). Salah satu tonggak 
penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya 
organisasi Palang Merah dan ditandatangani Konvensi Jenewa tahun 
1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat, Presiden 
Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk 
menyusun aturan berperang. Hasilnya adalah Instructions for Government 
of Armies of the United States atau disebut Lieber Code, dipublikasikan 
pada tahun 1863.27 Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada 
semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan 
terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang 
tertentu seperti tawanan perang yang luka, dan sebagainya. Konvensi 
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 Masjhur Effendi, Moh. Ridwan, dan Muslich Subandi. Pengantar dan Dasar-dasar 
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1864, yaitu konvensi bagi perbaikan keadaan tentara yang luka di medan 
Perang Darat, dipandang sebagai konvensi yang mengawali Konvensi-
konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Korban 
Perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam 
mengkodifikasikan ketentuan perang di darat. Berdasarkan konvensi ini, 
maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh diserang 
dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula 
penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang 
luka dan mati baik kawan maupun lawan tak boleh dihukum. Konvensi 
memperkenalkan tanda Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda 
pengenal bagi bangunan dan personil kesehatan.28 Tanda Palang Merah 
ini merupakan lambing dari International Committee of the Red Cross 
yang sebelumnya bernama International Committee for the Aid of the 
Wounded, yang didirikan oleh beberapa orang warga Jenewa dan Henry 
Dunant pada tahun 1863.29 Dengan demikian, tidak seperti pada masa-
masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka 
pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi 
Hukum humaniter, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang 
ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Jauh 
sebelumnya, setelah tahun 1850 telah dihasilkan berbagai Konvensi yang 
merupakan perkembangan Hukum humaniter, yang terdiri dari berbagai 
konvensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I dan II di Den 
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Haag, serta berbagai konvensi lainnya di bidang hukum humaniter, 
sebagaimana dapat dilihat dalam Bab III. 
4. Asas-Asas Hukum Humaniter 
Dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama yaitu : 
a. Asas kepentingan militer (military necessity) 
Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa dibenarkan 
menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi 
tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Asas ini dalam 
pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan 
prinsip-prinsip sebagai berikut :30 
1) Prinsip pembatasan (Limitation Principle), adalah suatu prinsip 
yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau 
alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak 
yang bersengketa. 
2) Prinsip proporsionalitas (Proportionality Principle), yang 
menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk 
sipil atau objek sipil harus proporsional sifatnya. 
b. Asas Perikemanusiaan (humanity) 
Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan 
untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang 
untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang 
berlebihan atau penderiataan yang tidak perlu. 
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c. Asas Kesatriaan (chivalry) 
Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus 
diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai 
macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. 
Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut dilaksanakan secara 
seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Kunz.: 
“Law of war, to be accepted and to be applied inpractice, must strike the 
correct balance between, on theone hand the principle of humanity and 
chivalry, and onthe other hand, military interest”.31 
 
Selain itu juga terdapat satu asas, yang yang membedakan atau membagi 
penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang 
terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu, 
kombatan yang merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut 
serta dalam peperangan dan penduduk sipil adalah golongan 
penduduk yang tidak turut serta dalam peperangan, yang disebut 
dengan “asas pembedaan” atau “prinsip pembedaan “.32 
5. Tujuan hukum humaniter 
Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, 
karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu 
kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk 
mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih 
memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui 
mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk 
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memanusiawikan perang. Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang 
dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut: 
a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil 
dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering). 
b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka 
yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh 
harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai 
tawanan perang. 
c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. 
Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.33 
6. Sumber hukum humaniter 
Mengenai aturan-aturan hukum, sebenarnya merupakan pengertian 
dari sebuah sumber hukum, dimana sumber hukum adalah keseluruhan 
aturan yang mengikat dan memaksa sehingga aturan tersebut membatasi 
ruang gerak terhadap mereka yang ada di dalamnya dan apabila 
dilanggar tentu akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Jadi 
disini sudah menjadi suatu ciri yang hakiki bahwa hukum sudah pasti 
memiliki aturan ataupun sumber hukum itu sendiri sesuai dengan ruang 
lingkup yang dikajinya sebagai pedoman atau dasar untuk terlaksananya 
suatu hukum uang dikehendakinya dalam masyarakat. Dan seperti yang 
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menyatakan bahwa: “The Law of War aims at limiting and alleviating as much as 
possible the calamities of war. Therefor, the law of conciliates military needs and 
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umumnya diketahui saat ini bahwa terdapat dua aturan hukum yang 
umumnya digunakan pada hukum humaniter, antara lain adalah : 
a. Hukum Jenewa atau Konvensi Jenewa 1949,  di dalamnya terdiri dari 
Konvensi Jenewa I,II,III, dan IV dan kemudian Keempat Konvensi 
Jenewa Tahun 1949 tersebut pada Tahun 1977 kembali dilengkapi 
dengan 2 Protokol Tambahan yakni Protokol Tambahan I dan 
Protokol Tambahan II. Hukum Jenewa merupakan aturan yang 
berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi 
orang yang tidak, atau sudah tidak lagi, ikut serta dalam 
permusuhan, yaitu kombatan yang terluka atau sakit, tawanan 
perang, orang sipil, dan personel dinas medis dan dinas keagamaan. 
b. Hukum Den Haag atau Konvensi Den Haag, merupakan ketentuan 
hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang 
dan terdiri dari : 
1) Konvensi Den haag 1899 yang didalamya terdapat tiga konvensi 
dan tiga deklarasi; 







B. Tinjauan Tentang Perusahaan Tentara Bayaran dan Jasa 
Keamanan (Private Military and Security Companies – PMSC) 
Dalam Sengketa Bersenjata 
 
Di dunia umumnya dikenal dua terminologi terkait perusahaan 
militer dan keamanan swasta yaitu PSC dan PMC. Keduanya sering 
disebut Perusahaan Tentara Bayaran dan Jasa Keamanan (Private 
Military and Security Companies – PMSC). 
1. Pengertian PSC dan PMC 
PSC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang 
mengkhususkan dirinya pada menyediakan jasa keamanan dan 
perlindungan personel dan harta benda, yang mencakup aset 
kemanusiaan dan industri. Sedangkan, PMC didefinisikan sebagai 
perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada 
keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan 
strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, 
pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan. Organisasi Kerja Sama 
Ekonomi dan Pembangunan Komite Bantuan Pembangunan (OECD-DAC) 
juga memberikan definisi terhadap PMSC sebagai perusahaan komersial 
yang secara langsung menyediakan jasa perlindungan militer atau jasa 
yang berkaitan dengan keamanan untuk mendapat keuntungan, apakah 
secara domestik atau secara internasional.34 
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Kondisi ini berarti jasa layanan mereka tidak harus bersenjata, 
operasi mereka bersifat defensif (bertahan) daripada ofensif, dan mereka 
mengakomodasi berbagai pelanggan, termasuk para pemerintah, badan-
badan internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), dan 
organisasi-organisasi komersial. Klien-klien mereka biasanya para 
pemerintah, tetapi dapat terdiri dari para pemberontak, kelompok-
kelompok milisi dan fraksi-fraksi bersenjata lainnya. PMSC memberikan 
pelayanan untuk menggantikan, membantu, atau meningkatkan efektifitas 
militer atau kelompok bersenjata. 
Dalam perkembangannya, PMSC terbagi menjadi dua kategori, 
yaitu PMSC aktif dan pasif. PMSC aktif bersedia membawa senjata dalam 
pertempuran, dan PMSC  pasif hanya fokus pada pelatihan dan masalah-
masalah organisasi. PMSC tradisional umumnya bertujuan melindungi 
bisnis atau harta benda seseorang dari tindakan kejahatan, sedangkan 
akhir-akhir ini PMSC  mulai banyak terlibat di wilayah-wilayah konflik.35 
PMSC bisa menyediakan jasa untuk pasar domestik atau 
beroperasi secara global. PSC domestik biasanya menawarkan jasa 
penjagaan statis dan perlindungan pribadi bersenjata maupun tidak 
bersenjata, dan juga peralatan teknis seperti CCTV, dan sistem-sistem 
tombol panik. Jasa ini paling sering ditemukan di dunia berkembang dan 
negara-negara transisional, tetapi semakin meningkat di dunia 
berkembang. PMSC internasional dengan markas besar atau kantor di 





beberapa negara menawarkan apa yang sering disebut “jasa keamanan 
premium” (premium protective security services) di lingkungan-lingkungan 
yang berisiko tinggi dalam skala global. Biasanya personel PMSC berlatar 
belakang militer atau penegakan hukum serta memiliki pengalaman 
substansial di lingkungan-lingkungan yang umumnya disebut “lingkungan 
tidak bersahabat” (unfriendly neighbourhood). 
1. Tinjauan tentang sengketa bersenjata 
PMSC tidak terlepas dari angkatan bersenjata. Pada dasarnya, 
jenis-jenis perang atau sengketa bersenjata menurut Hukum humaniter, 
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sengketa bersenjata internasional dan 
sengketa bersenjata non internasional. Perbedaan antara sengketa 
bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata non internasional 
menurut hukum humaniter adalah terletak pada sifat dan jumlah negara 
yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa 
bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara 
atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata non internasional adalah 
pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan 
kelompok bersenjata bukan negara. Dengan demikian, apabila negara 
bertempur dengan kelompok pemberontak, situasi tersebut tetap dianggap 
sebagai sengketa bersenjata non internasional meskipun pertempuran 
terjadi sampai di luar teritori negara tersebut.36 Sementara itu, berbeda 
dengan yang dimaksud oleh Hukum humaniter, masyarakat umum sering 
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memandang sengketa yang melibatkan dua wilayah negara sebagai 
perang internasional. Sebagai contoh, ketika tentara Israel bertempur 
dengan pasukan Hezbullah yang sudah bergerak ke wilayah Libanon, 
masyarakat umum kadang menyebut peristiwa tersebut sebagai perang 
Internasional. Padahal, menurut Hukum humaniter, pertempuran tersebut 
baru dapat dikatakan sebagai perang internasional apabila yang 
berperang adalah tentara angkatan bersenjata negara Israel melawan 
tentara Libanon. Adapun pertempuran antara tentara negara Israel 
dengan pasukan Hezbullah, dari sudut pandang Hukum humaniter, tidak 
langsung dikategorikan sebagai perang Internasional, kecuali pasukan 
Hezbullah tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian pasukan angkatan 
bersenjata resmi negara Libanon atau negara lain selain Israel.37 
Perbedaan penyebutan dan penilaian atas suatu perang dalam 
negeri kadang kala muncul pula ketika para pihak dalam suatu perang 
dalam negeri melakukan perjanjian untuk gencatan senjata atau 
perlindungan rakyat sipil dengan melibatkan pihak negara asing atau 
organisasi internasional, beberapa kali dilakukan di antara para pihak 
yang terlibat dalam sengketa bersenjata seperti di Yugoslavia Tahun 
1994, di Aceh Tahun 2003-2004 dan di Sudan Tahun 2004. Masyarakat 
umum kadang kala mengambil kesimpulan bahwa perjanjian tersebut 
telah menjadikan perang tersebut menjadi perang internasional, 
sedangkan Hukum humaniter tidak memuat klausula bahwa perhatian 
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masyarakat internasional dapat langsung mengubah status para pihak 
yang berperang. Dengan kata lain, perjanjian mengenai masalah 
gencatan senjata dan perlindungan kemanusiaan tidak merupakan 
pengakuan perolehan status negara pada pihak yang melawan negara.38 
Dari contoh-contoh sengketa bersenjata yang disebut di atas, 
ternyata tidak sedikit sengketa bersenjata non internasional yang terlihat 
seperti sengketa bersenjata internasional dalam pandangan masyarakat 
umum. Namun demikian, dapat pula ditemui situasi tertentu yang semula 
tampak seperti konflik bersenjata non internasional, tetapi kemudian 
dianggap sengketa bersenjata internasional, yaitu sengketa bersenjata 
yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata 
negara tersebut dengan pasukan pemberontak yang melawan atas dasar 
kendali dari negara ketiga. Contohnya adalah sengketa bersenjata yang 
terjadi di antara awal tahun 1992 sampai dengan 19 Mei 1992, di bagian 
wilayah Bosnia dan Herzegovina antara pasukan Republik Bosnia dan 
Herzegovina dengan pasukan Federal Republik Yugoslavia (Serbia dan 
Montenegro). Dalam hal ini, Republik Federal Yugoslavia mengirim JNA 
untuk bekerja dengan sundry paramilitary dan pasukan Serbia Bosnia.39 
Di samping itu, terdapat juga situasi yang mirip sengketa bersenjata 
non internasional, tetapi menurut Hukum humaniter harus diberlakukan 
hukum yang berlaku untuk perang internasional. Contohnya adalah 




 Keputusan Appeal Chamber (2 Oktober 1995) ICTY pada kasus The Prosecutor vs 
Tadic, dalam Marco Sassoli dan Antoine A.Bouvier. How Does Law Protect in War?. 
Geneva. ICRC. 2006. Hal. 1837. 
33 
 
penegasan Majelis Umum PBB dalam Resolusi ES/10-14 dan pernyataan 
ICJ dalam Advisory Opinion 9 July 2004 berkenaan dengan pemberlakuan 
Hukum humaniter yang termuat dalam seluruh Konvensi Jenewa IV/1949 
di wilayah pendudukan Israel atas tanah Palestina.40 Pemberlakuan 
seluruh isi ketentuan KJ IV di wilayah pendudukan Israel atas tanah 
Palestina berarti pertempuran yang dilakukan oleh tentara Israel di wilayah 
tersebut dianggap sebagai tindakan perang internasional menurut Hukum 
humaniter. Padahal, ada kalangan yang berpendapat bahwa tindakan 
bersenjata yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap kelompok 
penduduk bersenjata yang melawannya adalah tindakan perang dalam 
negeri, karena tergolong sebagai urusan dalam negeri. Adapun menurut 
Hukum humaniter, sebagaimana diindikasikan dalam Advisory Opinion ICJ 
PBB, tindakan-tindakan penguasa dan tentara Israel harus berpedoman 
kepada Hukum humaniter yang berlaku bagi situasi sengketa bersenjata 
internasional dan situasi pendudukan. Dalam hal ini, ICJ mengemukakan 
bahwa salah satu yang menjadi faktor penentu bahwa tanah Palestina 
merupakan wilayah pendudukan Israel adalah kenyataan bahwa tanah 
Palestina tersebut berada di luar kekuasaan Israel sebelum terjadi konflik 
bersenjata antara Israel dengan penguasa tanah tersebut. Oleh karena 
itu, mengingat aturan yang menetapkan bahwa Hukum humaniter yang 
berlaku pada waktu bersengkata internasional, maka tindakan perang 
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Israel terhadap kelompok bersenjata penduduk Palestina merupakan 
tindakan perang Internasional. 
Sengketa bersenjata internasional dinyatakan dalam ketentuan 
yang bersamaan dari Pasal 2 Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 sebagai 
sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai 
perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut 
tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Penggunaan istilah sengketa 
bersenjata, dalam ketentuan tersebut, berguna untuk mengurangi 
kemungkinan argumentasi bagi negara yang berkeinginan menolak 
pemberlakuan Hukum humaniter dengan alasan tindakan yang 
dilakukannya belum termasuk dalam tindakan perang. Sebab, rumusan 
dalam Pasal 2 Konvensi tersebut menunjukkan, setiap perbedaan yang 
muncul antara dua negara dan menyebabkan intervensi angkatan 
bersenjata adalah sengketa bersenjata, sekalipun salah satu pihak tidak 
mengakui keberadaan keadaan perang. Hukum humaniter untuk sengketa 
bersenjata internasional juga berlaku di wilayah yang sebagian atau 
keseluruhannya sedang mengalami pendudukan oleh pasukan asing. 
Hukum humaniter tersebut berlaku waaupun pasukan pendudukan tidak 
mengalami perlawanan dari rakyat setempat.41 
Berkenaan dengan pemberlakuan Hukum humaniter, Protokol 
Tambahan 1 menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional 
atau “situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional”, 
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yang sebelumnya, tidak ditegaskan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 
1949.42 Dalam hal ini, ditetapkan bahwa situasi yang menurut Hukum 
humaniter disamakan dengan perang internasional tersebut adalah 
sengketa-sengketa bersenjata, dimana suku bangsa (peoples) sedang 
bertempur melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan 
melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi haknya 
untuk menentukan nasibnya, sebagaimana disebut dalam Piagam PBB 
dan Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang hubungan baik 
dan kerja sama antar negara sesuai dengan Piagam PBB. Sengketa 
demikian sering disebut dengan istilah perang pembebasan (war of 
national liberation). Penetapan aturan Hukum humaniter yang demikian, 
terhadap wars of national liberation ini, sebab menyebabkan perdebatan 
panas dalam pembentukan Protokol Tambahan I. Namun demikian, aturan 
tersebut ditetapkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan yang 
terjadi di PBB semenjak tahun 1960, yaitu diakuinya the right of all 
peoples and all nationst self-determination, including Non-Self-Governing 
and Trust Territories (hak semua suku bangsa dan semua bangsa untuk 
menentukan nasibnya sendiri, termasuk juga teritori-teritori yang tidak 
berpemerintah sendiri dan di bawah perwalian).43 
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Masih berkenaan dengan pemberlakuan Hukum humaniter, 
kelompok bersenjata bukan negara yang menjadi pihak dalam perang 
pembebasan nasional (war of national liberation) ternyata juga 
mempunyai kesempatan untuk menyatakan keterikatannya. Dalam hal ini, 
pihak penguasa yang mewakili kelompok tersebut dapat menyatakan 
kemampuannya menghormati dan melaksanakan Hukum Humanter 
Internasional.44 Namun demikian, kesempatan tersebut tidak dapat 
ditafsirkan sebagai cara bagi kelompok tersebut untuk memperoleh 
pengakuan sebagai negara. Sebagai contoh, pernyataan Komite Eksekutif 
PLO yang disampaikan oleh Observer Tetap Palestina untuk PBB kepada 
pihak Negara Swiss. Selanjutnya pada tanggal 13 September 1989, 
Negara Swiss, sebagai negara penyimpan dokumen pernyataan 
pengesahan negara terhadap beberapa perjanjian Hukum humaniter, 
menyampaikan kepada negara-negara bahwa pernyataan tersebut tidak 
menempatkan Swiss pada posisi untuk menentukan status kenegaraan 
Palestina. Hal itu ditetapkan juga oleh ICJ PBB (Mahkamah Keadilan 
Internasional PBB), walaupun ICJ PBB menegaskan keharusan 
pemberlakuan Hukum humaniter, termasuk khususnya Hukum humaniter 
untuk wilayah yang berada dalam pendudukan pasukan asing, terhadap 
wilayah pendudukan Palestina.45 
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Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menentukan aturan-
aturan Hukum humaniter dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk 
melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional. 
Namun pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau defenisi sengketa 
bersenjata non internasional. Kriteria tentang sengketa bersenjata non 
internasional dimuat dalam Protokol Tambahan II/1977 tentang 
Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non Internasional. Sengketa 
bersenjata non internasional yang dimaksud dalam Protokol Tambahan 
II/1977 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu 
negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan 
bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi 
lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, 
melaksanakan kendali yang sedemikian rupa atas sebagian dari 
wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan 
operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan 
aturan-aturan Hukum humaniter yang termuat dalam Protokol Tambahan 
II/1977.  
Dari perjanjian yang disebut di atas, aturan Hukum humaniter yang 
termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat langsung berlaku pada 
setiap sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Adapun 
aturan dalam Protokol Tambahan II/1977 baru mengikat negara apabila 
pihak pemberontak telah memenuhi kriteria tertentu. Dengan kata lain, 
untuk menentukan pemberlakuan aturan Protokol Tambahan II/1997, 
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perlu dilihat bahwa yang dihadapi oleh pasukan bersenjata negara 
tertentu adalah pasukan pemberontak yang mempunyai unsur atau kriteria 
sebagai berikut : 
a. Merupakan kelompok bersenjata terorganisasi; 
b. Berada di bawah komando yang bertanggung jawab; 
c. Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari 
wilayah; 
d. Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan 
berkesatuan; 
e. Mampu menerapkan aturan aturan Hukum humaniter yang 
termuat dalam Protokol Tambahan II/1977. 
Dalam perkembangannya, khususnya dalam kesepakatan yang 
termuat dalam Statuta Roma 1998, pemberlakuan aturan Hukum 
humaniter untuk sengketa bersenjata non internasional tidak lagi 
memerlukan syarat bahwa pasukan pemberontak tersebut telah 
melakukan kendali atas sebagian wilayah dan berada di bawah komando 
yang bertanggung jawab. Asalkan konflik berkelanjutan dan pemberontak 
yang dihadapi adalah kelompok terorganisasi, maka negara dan pihak 
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C. Hubungan Pemberlakuan Hukum Humaniter dengan Pembagian 
Jenis Sengketa Bersenjata 
 
Dalam berbagai kesepakatan atau perjanjian internasional 
berkenaan dengan hukum humaniter, jelas bahwa sedikitnya ada dua 
jenis perang atau sengketa bersenjata yang sering disebut dan dibedakan 
satu sama lainnya, yaitu sengketa bersenjata internasional dan sengketa 
bersenjata non internasional. Umumnya pembagian itu dilakukan untuk 
membedakan atau menetapkan aturan dari hukum humaniter yang 
seharusnya diberlakukan pada masing masing situasi tersebut. Aturan-
aturan hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum 
internasional, lebih banyak ditujukan untuk diberlakukan pada situasi 
sengketa bersenjata internasional. Hal ini dapat dipahami, mengingat 
situasi sengketa bersenjata internasional, atau perang sipil biasanya 
dianggap sebagai persoalan dalam negeri oleh pemerintah negara yang 
menghadapinya. Oleh karena itu, keinginan pemerintah negara untuk 
melepaskan kedaulatannya kepada hukum internasional berkenaan 
dengan perang dalam negeri agak terbatas jika dibandingkan dengan 
perang melawan negara lainnya atau perang internasional. 
Ketegasan bahwa aturan hukum humaniter ditujukan untuk 
diberlakukan pada situasi sengketa bersenjata internasional jelas termuat 
dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Adapun ketentuan-ketentuan 
dalam Konvensi Jenewa 1949, yang dengan tegas mengatakan wajib 
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berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional adalah 
ketentuan yang termuat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang 
dikenal sebagai aturan hukum humaniter yang paling utama atau disebut 
sebagai standar minimum humaniter. Aturan ini berlaku pada semua jenis 
konflik bersenjata, antara lain mengatur kewajiban para pihak yang 
berkonflik untuk memberikan perlakuan yang manusiawi kepada para 
korban serta memberikan kesempatan kepada para korban untuk dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk dengan memungkinkan mereka 
memperoleh bantuan kemanusiaan yang diperlukan dari pihak-pihak 
netral yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ketika aturan-aturan 
Hukum Humaniter dilengkapi dengan dua Protokol Tambahan 1977, 
aturan tambahan dalam situasi sengketa bersenjata Internasional masih 
lebih lengkap dibandingkan dengan aturan untuk sengketa bersenjata non 
internasional. Sebagaimana dapat dilihat, Protokol Tambahan 1/1977 
Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional terdiri 
dari 102 pasal sedangkan Protokol Tambahan II/1977 Tentang 
Perlindungan Korban Sengketa non internasional terdiri dari 28 pasal. 
Saat ini, perkembangan sistem hukum humaniter menunjukkan ada 
beberapa aturan yang semula hanya untuk diberlakukan pada situasi 
sengketa bersenjata internasional, tetapi kemudian dinyatakan juga 
berlaku untuk situasi bersengketa non internasional. Sebagai contoh, 
aturan-aturan Hukum humaniter yang termuat dalam konvensi PBB 1980 
tentang Senjata konvensional tertentu telah diamandemen pada tahun 
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2001 sehingga aturan hukum humaniter tentang Larangan dan 
Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional yang termuat dalam 
konvensi 1980 tersebut, juga diperluas berlakunya dari sekedar untuk 
sengketa bersenjata internasional. Dengan demikian, aturan-aturan 
hukum humaniter yang semula untuk sengketa bersenjata internasional 
menjadi berlaku juga untuk situasi sengketa bersenjata yang tidak bersifat 
internasional atau sengketa bersenjata non internasional. Perluasan 
pemberlakuan ini juga telah disepakati berkenaan dengan aturan-aturan 
hukum humaniter yang termuat dalam Perjanjian Ottawa tentang 
Larangan Penggunaan, Penimbunan Produksi dan Pengiriman Ranjau 
Anti Personal serta tentang Penghancurannya yang termuat dalam 
Konvensi-konvensi Tentang Perlidungan Benda-benda Budaya.47 
Kecenderungan hukum internasional meluas ke wilayah sengketa 
bersenjata non internasional, dapat pula dilihat dari perhatian masyarakat 
internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum humaniter yang 
terjadi dalam perang dalam negeri. Sebagai contoh, perhatian masyarakat 
internasional untuk menyelenggarakan peradilan atau penegakan hukum 
terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi semasa konflik di 
Rwanda maupun Yugoslavia. Bahkan, dalam Statuta Roma 1998 yang 
memuat dasar-dasar pembentukan dan penyelenggaraan Mahkamah 
Pidana Internasional, ditegaskan pula bahwa Mahkamah Pidana 
Internasional mempunyai Yurisdiksi terhadap pelanggaran hukum 
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humaniter semasa perang yang tidak bersifat internasional atau sengketa 
bersenjata non internasional. Padahal, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 
dan Protokol Tambahan 1977 menekankan perlunya kerja sama 
internasional dalam penegakan hukum hanya terhadap pelaku 
pelanggaran berat yang terjadi semasa perang internasional. 
Sejauh ini, memang telah terdapat aturan-aturan serupa bagi kedua 
jenis konflik berkenaan perilaku terhadap korban perang dan tentang 
penggunaan alat dan cara perang. Namun demikian, keabsahan status 
kombatan bagi anggota angkatan perang internasional belum dapat diakui 
oleh negara atas pemberontak yang dihadapinya dalam konteks perang 
dalam negeri. Begitu juga, hak atas status tawanan yang ditahan oleh 
pihak negara lawan belum dapat diakui oleh pemerintah negara terhadap 
anggota pemberontak yang ditahannya. Oleh karena itu, pembedaan 
sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata non 
internasional masih relevan.48 
Bisnis privatisasi keamanan memang menyediakan peluang-
peluang besar dan juga menimbulkan risiko-risiko berat, terutama dari 
perspektif keamanan manusia. PMSC berpotensi meningkatkan keadaan 
keamanan apabila layanannya disampaikan secara profesional dan 
akuntabel dan khususnya apabila lembaga negara yang demokratis 
terlibat dalam pengendalian dan pengawasan. Tetapi keamanan swasta 
bisa juga memperburuk ketegangan sosial yang ada apabila keamanan 
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menjadi komoditi yang dapat diakses oleh kaum kaya saja, hingga 
sebagian besar penduduk tidak dapat mengakses manfaatnya. Terlebih, 
memang statusnya di mata hukum internasional, berkenaan dengan 
keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata. Lagi pula, para PMSC yang 
mempunyai koneksi dengan lembaga-lembaga negara bisa memperburuk 
dan menguatkan praktek dan struktur yang menindas dari sektor 
keamanan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkonflik. 
Tantangan lebih lanjut berkenaan dengan kesulitan-kesulitan dalam 
memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam industri militer dan 
keamanan swasta, khususnya dalam hal jasa-jasa mereka di luar negeri. 
Secara praktis, sangat susah mempertanggungjawabkan pihak 
perusahaan dan kontraktor perseorangan melalui peraturan perundang-
undangan yang ada. Tentunya, dinamika, keuntungan, dan risiko sangat 
tergantung pada konteks lokal dan regional. Jadi, harus dibedakan secara 
jelas jasa keamanan swasta di negara maju, negara transisional, negara 
berkembang, dan negara konflik atau pasca konflik.49 
Sebelum PMSC diatur dalam konvensi-konvensi internasional, 
penjelasan tentang tentara bayaran terlebih dahulu dibahas dalam dua 
konvensi internasional yang secara khusus bertujuan menghilangkan 
mereka melalui kriminalisasi kegiatan tentara bayaran (di luar Konvensi 
Jenewa dan Protokol Tambahan yang sudah dibahas sebelumnya). Dua 
konvensi itu adalah Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, 
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Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (International Convention 
against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries), 
kemudian Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala 
Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (Organization of African Unity 
Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa). 
Memang sejak berakhirnya era perang dingin tentara bayaran 
perlahan juga mulai kehilangan eranya. Era perusahaan militer dan 
keamanan swasta mulai muncul, ditandai dengan permintaan terhadap 
PMSC yang meningkat cukup tajam. Industri PMSC menawarkan jenis 
pelayanan keamanan yang lebih luas, dengan jumlah staf sekitar 10.000, 
membuatnya menjadi fenomena baru di tengah meningkat pula jumlah 
konflik bersenjata di dunia pasca perang dingin. Kemudian, dalam 
perkembangannya pada September 2008 Pemerintah Swiss dan 
International Committee of the Red Cross (ICRC) melahirkan Montreux 
Document yang banyak membahas status PMSC menurut Konvensi 
Jenewa 1949. Terkait Dokumen Montreux, semua personel PMSC, 
mengesampingkan status mereka, harus mematuhi Hukum humaniter 
yang berlaku. 
Satu hal yang penting dicermati adalah istilah “tentara bayaran”, 
yang lebih sering digunakan dan lebih populer sebenarnya di mata publik 
dan media. Dari perspektif hukum, penyebutan ini tidaklah benar, karena 
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untuk disebut sebagai tentara bayaran dalam perspektif hukum humaniter, 
seseorang harus memenuhi enam kriteria yaitu :50 
a. Harus direkrut secara khusus untuk bertempur di dalam konflik 
bersenjata; 
b. Terlibat secara langsung dalam pertempuran; 
c. Motivasinya hanya untuk keuntungan pribadi; 
d. Bukan warga negara dari pihak yang berkonflik atau penduduk 
dari wilayah yang dikuasai pihak yang berkonflik; 
e. Bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik; 
f. Tidak dikirim oleh negara yang tidak terlibat dalam konflik 
bersenjata yang dimaksud. 
Personel PMSC umumnya dikontrak untuk menyediakan layanan, 
seperti pelatihan, keamanan individu, atau kegiatan inteligen. Selain itu, 
dengan menggabungkan PMSC ke dalam angkatan bersenjata sebuah 
negara, negara yang ingin menggunakan PMSC tersebut dapat 
menghindari stafnya dikategorikan sebagai tentara bayaran, walaupun 
semua kriteria di atas tadi terpenuhi. 
Terkait tentara bayaran, walaupun dilindungi, istilah tentara bayaran 
tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu pun dari keempat Konvensi 
Jenewa tahun 1949. Instrumen Hukum humaniter mainstream pertama 
yang secara khusus menyangkut tentara bayaran adalah Protokol 
Tambahan I 1977. Hal ini berlaku secara eksklusif untuk konflik bersenjata 
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internasional dan lebih sedikit negara yang menjadi pihak pada protokol ini 
dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, ICRC 
menganggap Pasal 47 Protokol Tambahan I sudah mencerminkan Hukum 
humaniter kebiasaan. Ketentuan tentara bayaran pertama kali diusulkan 
pada tahun 1976 oleh delegasi Nigeria ke Konferensi Diplomatik, 
meskipun dengan istilah yang sedikit berbeda. Pada tahun 1977, setelah 
perdebatan signifikan dan pembahasan isu tersebut oleh kelompok kerja, 
pasal itu diadopsi secara konsensus. 
Agar seorang individu diklasifikasikan sebagai tentara bayaran 
dalam Pasal 47 (2), yang bersangkutan harus memenuhi semua enam 
persyaratan, pada poin a sampai f. Hampir mustahil menemukan seorang 
individu yang termasuk dalam definisi Pasal 47 ayat (2) tentang tentara 
bayaran. Salah satu persyaratan yang paling diperdebatkan Pasal 47 ayat 
(2) terkandung dalam sub-pasal (c) dan berkaitan dengan motivasi. Bagi 
sebagian orang, penting bahwa definisi membedakan tentara bayaran 
dengan aktor-aktor lain atas dasar motivasi mereka. 
Kekurangan Pasal 47 yang paling jelas adalah ketika kita 
membacanya dari sudut pandang bagian-bagian lain dari protokol 
tersebut. Meskipun pasal tersebut memberi penjelasan tentang definisi 
aktivitas tentara bayaran, pasal tersebut sangat kecil maknanya jika kita 
menimbang konsekuensi dari status tentara bayaran berdasarkan Protokol 
I. Satu-satunya konsekuensi dari Pasal 47 adalah bahwa tentara bayaran 
tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang. Dengan kata lain 
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Pasal 47 disajikan sebagai suatu pengecualian pada aturan-aturan 
tentang siapa yang bisa menjadi kombatan.51 
Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan I mendefinisikan kombatan 
sebagai anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik (dengan 
pengecualian personil medis dan keagamaan). Namun, Pasal 47 ayat  (2) 
(e) mensyaratkan bahwa seorang tentara bayaran “bukan anggota 
angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik”. Ini berarti bahwa setiap 
individu yang memenuhi definisi tentara bayaran tidak berhak atas status 
kombatan. 
Beberapa tahun terakhir kita disuguhkan sebuah fenomena di 
mana peran negara dan militernya telah disubkontrakan kepada PMSC. 
Akibatnya, keterlibatan mereka dalam situasi konflik menjadi semakin 
meningkat dan perlakuan terhadap mereka tentunya harus diatur dalam 
kaitannya dengan Hukum humaniter. Untuk itu, pada bagian ini akan 
dibahas sedikit teknis tentang bagaimana mengatur PMSC. 
Aktivitas PMSC termasuk melindungi personel dan aset militer, 
memberikan pelatihan dan konsultasi, memelihara sistem persenjataan, 
menginterogasi tahanan, dan terkadang juga bertempur. PMSC juga bisa 
menjadi anggota dari militer terkait Pasal 4 A ayat (1) dan ayat (3) dari 
Konvensi Jenewa Ketiga. Biasanya sebuah negara akan menggunakan 
jasa PMSC dikarenakan pengurangan dari jumlah angkatan bersenjata 
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mereka. Dengan demikian, sangat jarang ditemukan kasus dimana PMSC 
adalah bagian dari angkatan bersenjata sebuah negara. 
Personel dari PMSC bisa terdiri dari milisi-milisi atau korps 
sukarelawan dari negara yang sedang berkonflik, sesuai Pasal 4 A ayat 
(2) Konvensi Jenewa Ketiga. Yang menjadi masalah adalah ketika PMSC 
membentuk atau menjadi bagian dari sebuah kelompok yang terlibat 
dalam situasi konflik bersenjata. Dengan demikian, mereka memenuhi 
empat kriteria yang menandakan bahwa mereka bisa dikenakan hukum 
humaniter. Empat kriteria itu adalah: ada struktur komando, memiliki 
tanda-tanda pembeda yang jelas, membawa senjata secara terbuka, dan 
mematuhi hukum-hukum dan kebiasaan perang. 
Menurut Protokol Tambahan I Pasal 43, PMSC bisa digolongkan 
kombatan apabila mereka adalah anggota dari kelompok terorganisir yang 
berada di bawah tanggung jawab komando dari pihak yang sedang 
berkonflik, dan mereka harus mematuhi hukum internasional yang berlaku 
dalam konflik bersenjata. Kasus yang menarik terkait hal ini adalah 
beberapa PMSC dalam komunikasi publiknya berjanji bahwa mereka akan 
mematuhi hukum internasional, khususnya hak asasi manusia dan hukum 
humaniter. ContohnyaThe International Peace Operation Organization 
(IPOA), sebuah organisasi yang mendorong peran dari PMSC, telah 
mengaplikasikan kode etik yang berbunyi:  
“Dalam setiap operasi mereka, pihak yang bertandatangan akan mengikuti 
semua hukum internasional yang relevan dan protokol-protokol yang 




Mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 
mengurangi kehilangan dan kehancuran harta benda. Pihak yang 
bertandatangan akan mengikuti Konvensi Internasional PBB tentang Hak 
Sipil dan Politik dan Konvensi Jenewa, serta akan mencari konklusi yang 
cepat, adil, dan menguntungkan.Karyawan PMSC bisa juga termasuk 
kategori warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata, sesuai Pasal 4 A 
ayat (4) dari Konvensi Jenewa Ketiga. Salah satu contohnya adalah warga 
sipil yang menjadi kru pesawat militer atau kontraktor penyedia barang 
bagi militer. Jika personel PMSC dikategorikan warga sipil, mereka dapat 
mengambil manfaat dari perlindungan yang disediakan bagi warga sipil 
oleh Hukum humaniter. Dalam konflik bersenjata internasional mereka 
dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat, asal memenuhi unsur-unsur 
yang disebutkan di Pasal 4 Protokol Tambahan I, dan hukum kebiasaan 
internasional. Sedangkan, dalam konflik bersenjata non-internasional 
mereka dilindungi oleh Common Article 3, Protokol Tambahan II, dan 
hukum kebiasaan internasional. Tetapi sekali lagi, perlindungan ini hanya 
akan berlaku jika karyawan PMSC tidak terlibat dalam pertempuran 









D. Keterlibatan Langsung Perusahaan Tentara Bayaran dan Jasa 
Keamanan (Private Military and Security Companies – PMSC) 
dalam Konflik Bersenjata 
 
Kehadiran PMSC dalam peristiwa-peristiwa konflik bersenjata, baik 
aktif maupun pasif, menjadi menarik untuk dibicarakan di sini. Memang 
dalam konflik bersenjata internasional, menurut Pasal 50 Protokol 
Tambahan I, pihak yang tidak dikategorikan sebagai bagian dari angkatan 
bersenjata dari pihak yang sedang berkonflik dianggap sebagai warga 
sipil. Karena itulah, PMSC dikategorikan warga sipil dan mendapat 
perlindungan penuh, kecuali mereka terlibat langsung dalam suatu rentan 
waktu tertentu dalam konflik bersenjata yang dimaksud. Menariknya, 
banyak PMSC mengecualikan diri mereka dari istilah tentara bayaran. Hal 
ini karena PMSC tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Meskipun 
begitu, dalam Hukum humaniter keterlibatan langsung dalam pertempuran 
tidak dibatasi pada situasi di mana seseorang terlibat dalam penggelaran 
militer atau dipersenjatai untuk terlibat aktif dalam operasi-operasi tempur. 
Yang harus diperhatikan adalah apabila PMSC terlibat langsung 
dalam pertempuran mereka akan langsung kehilangan perlindungan-
perlindungan yang disediakan hukum humaniter, hanya di saat konflik 
terjadi, dan karenanya mereka dapat diserang secara militer. Ketika konflik 
sudah selesai, mereka tidak dapat dijadikan sasaran militer lagi. Serangan 
terhadap mereka ketika sedang tidak terlibat dalam pertempuran akan 
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dianggap melanggar hukum humaniter. Status legal mereka, termasuk hak 
dan kewajiban, tidak berbeda dari anggota militer lainnya, dan jika 
tertangkap mereka akan dikenakan status tawanan perang (PoW).53 
Negara tetap bebas untuk melarang PMSC sama sekali, atau 
melarang layanan tertentu yang mereka sediakan, seperti keterlibatan 
langsung dalam pertempuran. Contohnya, negara pihak dari Konvensi 
Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan 
Tentara Bayaran dan Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk 
Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika memiliki 
kewajiban untuk mengkriminalisasikan kegiatan-kegiatan terkait tentara 
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A. Lokasi Penelitian 
 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, 
maka dipilih lokasi penelitian di Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena mempunyai data 
yang sesuai judul dan permasalahan yang diangkat. Dengan melakukan 
penelitian di lokasi tersebut, akan sangat memudahkan untuk mengakses 
data demi keakuratan penyusunan skripsi ini. 
Selain itu, untuk memperoleh data tambahan, penulis melakukan 
penelitian normatif dengan mengumpulkan data dari website-website 
resmi terkait dengan status PMSC. Data ini dikumpulkan secara langsung 
dengan mendatangi tempat-tempat penelitian tersebut serta 
menggunakan fasilitas akses internet secara online. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 
Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder 
yang merupakan data-data yang diperoleh dari dokumentasi dan bahan 
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tertulis lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam menyusun 
skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber 
dari peraturan hukum internasional ataupun hukum nasional yang 
berkaitan dengan status PMSC. 
Selanjutnya untuk mendukung dalam menjelaskan bahan hukum 
primer tersebut, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang 
diperoleh melalui buku-buku teks, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dan  
media internet untuk menunjang pembahasan mengenai PMSC. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 
kepustakaan (Library Research) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-
bahan dan informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan 
penelitian. Penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan 
hukum dan data-data tertulis yang bersumber dari peraturan-peraturan, 
buku-buku teks, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen 
tertulis serta bahan-bahan tertulis lain yang bersumber dari media internet. 
 
D.     Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif/kajian normatif karena permasalahan yang diteliti dari bahan-
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bahan buku serta aturan-aturan hukum humaniter mengenai PMSC 
sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian 
deskriptif yang artinya prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 
menggambarkan objek dan subjek hukum pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
 
E.      Analisis Data 
 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 
















A.   Status Hukum Perusahaan Tentara Bayaran dan Jasa Keamanan 
(Private Military and Security Companies – PMSC) Menurut 
Hukum Humaniter 
 
Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa PMSC terdiri atas 
dua macam, yaitu PSC dan PMC. PSC didefinisikan sebagai perusahaan-
perusahaan yang mengkhususkan dirinya pada menyediakan jasa 
keamanan dan perlindungan personel dan harta benda, yang mencakup 
aset kemanusiaan dan industri. Sedangkan PMC didefinisikan sebagai 
perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada 
keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan 
strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, 
pengadaan, serta perawatan senjata dan peralatan. Di negara-negara 
yang sedang mengalami konflik atau dalam keadaan pasca-konflik 
biasanya terjadi kerusakan atau kekurangan jasa pelayanan keamanan 
umum, dan disinilah PSC sering kali menutup kekurangan. Begitupun 
dengan PMC yang membantu negara pengguna jasa dalam melakukan 
peperangan atau angkatan bersenjata. 
Pengaturan tentang PMSC dapat dilihat pada Konvensi Jenewa, 
dimana Konferensi Jenewa (April 26-20 Juli 1954 ) adalah sebuah 
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konferensi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, yang tujuannya adalah 
untuk mencoba menemukan cara dalam menyatukan Vietnam dan 
mendiskusikan kemungkinan memulihkan perdamaian di Indocina Uni 
Soviet, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Republik Rakyat China. 
Konvensi Jenewa terdiri dari empat perjanjian, dan tiga protokol 
tambahan, yang menetapkan standar hukum internasional untuk 
pengobatan kemanusiaan dari para korban perang. Istilah tunggal 
Konvensi Jenewa menunjukkan perjanjian Tahun 1949, negosiasi pada 
masa setelah Perang Dunia Kedua (1939-1945), yang diperbarui dengan 
ketentuan tiga perjanjian pertama pada Tahun 1864, 1906, dan 1929, 
kemudian menambahkan perjanjian keempat. Artikel-artikel dari Konvensi 
Jenewa Keempat mendefinisikan secara luas hak-hak dasar perang 
tahanan (sipil dan militer), perlindungan bagi orang-orang yang terluka, 
serta perlindungan untuk warga sipil di dan sekitar zona perang. Selain itu, 
Konvensi Jenewa juga mendefinisikan hak-hak dan perlindungan yang 
diberikan kepada non-kombatan. 
Perlindungan yang diberikan oleh konvensi berlaku untuk kategori 
berikut : 
1. Konvensi Pertama : anggota terluka dan sakit dari angkatan 
bersenjata di lapangan; 
2. Konvensi Kedua : anggota terluka, sakit, dan korban karam dari 
angkatan bersenjata di laut serta korban kapal karam; 
3. Konvensi Ketiga : tawanan perang; dan 
57 
 
4. Konvensi Keempat : warga sipil di masa perang. 
Konvensi Jenewa Tahun 1949 dianggap sangat penting dan 
signifikan, namun tidak lengkap dalam hal kebutuhan untuk melindungi 
korban konflik militer modern. Untuk alasan itu, ICRC mulai meneliti 
kemungkinan untuk mengisi kesenjangan hukum yang ada, dengan 
menambakan Protokol Tambahan. Pada bulan Februari 1974, pemerintah 
Swiss menyelenggarakan konferensi diplomatik untuk membahas 
rancangan protokol. Seiring dengan penyebaran demokrasi liberal, teori-
teori liberal memberi perhatian pada masalah kekerasan negara dan hak 
asasi  manusia. Liberalisme menekankan pentingnya perdagangan dan 
partisipasi sektor swasta dalam transisi menuju demokrasi. Kasus 
Blackwater dalam Perang Irak (yang akan dibahas dalam subbab 
selanjutnya) menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara negara 
dan perusahaan swasta dalam perilaku kekerasan. Keduanya berpotensi 
mendatangkan kerusakan terutama ketika berfokus pada  keuntungan 
ekonomi. Penulis berpendapat, semangat peperangan tidak untuk 
perjuangan keamanan dan tidak dapat mengendalikan kekerasan.  
Dengan alasan keamanan dan kemanusiaan, maka untuk 
memberikan sanksi atau mengatur personel PMSC, perlu diketahui status 
atau kedudukan mereka dalam Hukum humaniter. Hal ini sangat penting 
mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh personel PMSC 
yang menyebabkan banyaknya korban, terutama warga sipil dan non-
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kombatan yang haknya dilindungi, serta pelanggaran terhadap PMSC itu 
sendiri, karena mereka pun memiliki Hak Asasi Manusia. 
Hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan status hukum 
perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan adalah aturan-aturan 
kebiasaan dari hukum humaniter yang dapat berlaku dalam konflik 
bersenjata internasional dan non-internasional. Beberapa aturan yang 
penulis temukan terkait dengan penentuan status PMSC ini yaitu : 
“Aturan 3 : Seluruh anggota angkatan bersenjata pihak yang terlibat 
konflik adalah kombatan, kecuali personil medis dan personil keagamaan.”   
 
Aturan di atas berarti bahwa personel PMSC dapat dikatakan 
sebagai kombatan, namun hal ini masih belum jelas, karena personel 
PMC belum diketahui apakah bergabung dengan angkatan militer negara 
yang berperang atau tidak. Sedangkan : 
“Aturan 108 : Prajurit bayaran (mercenary), sebagaimana didefinisikan 
dalam Protokol Tambahan I, tidak berhak atas status kombatan ataupun 
status tawanan perang. Mereka tidak boleh divonis bersalah atau dijatuhi 
pidana tanpa proses pengadilan.”  
 
Aturan di atas menyatakan bahwa status khusus bagi personel 
PMSC dalam Hukum humaniter tidak memberi kemungkinan untuk 
kategori semi kombatan. Namun dari aturan di atas, penulis berpendapat 
bahwa personel PMSC atau PMC, dapat dikatakan sebagai kombatan, 
karena banyak dari mereka yang dapat diklasifikasikan sebagai orang-
orang yang menyertai angkatan bersenjata yang diberi status tawanan 
perang. Sedangkan untuk personel PMSC yang lain atau PSC, yaitu 
personel  yang menyediakan jasa catering dan membangun pangkalan-
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pangkalan untuk angkatan bersenjata memang akan diberi hak atas status 
tawanan perang jika tertangkap oleh musuh, karena mereka telah diberi 
wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam itu oleh 
pasukan yang mereka ikuti. 
Beberapa penulis berpendapat bahwa orang-orang yang direkrut 
oleh perusahaan militer swasta dan bekerja di lapangan, berada dalam 
kondisi “legal vacuum”.54 Pendapat ini dilandasi beberapa alasan seperti 
tidak dapat diberlakukannya secara efektif prinsip yurisdiksi teritorial. 
Dalam prinsip pembedaan Hukum humaniter dikenal tiga pembagian 
status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu sipil, kombatan, dan sipil 
yang menyertai angkatan bersenjata. Akan tetapi dalam prakteknya, 
mayoritas aktivitas para personel PMSC mengondisikan mereka pada 
inkonsistensi status hukum yang dimilikinya.  Kondisi seperti ini pula yang 
mengakibatkan ketidakjelasan status hukum mereka. Pendapat yang 
mengatakan bahwa ketidakjelasan status hukum perusahaan tentara 
bayaran dan jasa keamanan, khususnya ketika bertugas dalam situasi 
konflik, menempatkan mereka dalam kondisi “area abu-abu” (grey area) 
yang berpotensi menimbulkan perdebatan tentang keberadaan mereka 
dalam suatu konflik bersenjata yang berdampak pula pada perlindungan 
hak-hak asasi mereka.55 
Walaupun dikatakan bahwa personel PMSC berada dalam area 
abu-abu, namun seperti yang telah penulis paparkan di atas, selama ini 
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  Katherin Fallah.  2006.  Aktor Korporasi: Status Hukum Tentara Bayaran dalam 
Konflik Bersenjata, International Review of the Red Cross, Vol. 88. 
55
  Jerry Indrawan. Op.Cit.  
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berbagai pihak selalu mengidentikkan para personel PMSC dengan 
tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka 
sebagai “reinkarnasi” tentara bayaran (mercenary/soldier of fortune/dogs 
of war). Hal ini dibuktikan dari konsep tentara bayaran seperti yang 
termuat dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 dan United Nations 
General Assembly International Convention Against The Recruitment, 
Use, Financing, and Training of Mercenaries, yang dapat diterapkan 
kepada personel PMSC. Namun untuk menentukan status hukum mereka 
ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata, tidak semua personilnya 
dapat dikualifikasikan sebagai tentara bayaran, karena jenis PMSC yang 
tidak berperang atau terjun langsung dalam peperangan, yaitu PSC hanya 
melindungi dan mengamankan sarana-prasarana dalam wilayah perang, 
serta memberikan keamanan kepada pengguna jasa mereka saja. 
Kembali lagi pada konsep personel PMSC yang terkait dengan 
aturan tentara bayaran juga dibahas di Konvensi Den Haag V tahun 1907. 
Walaupun tidak secara tegas merujuk ke tentara bayaran, Konvensi Den 
Haag V berkaitan dengan implikasi aktivitas tentara bayaran dalam hal 
netralitas. Pasal 4 menyatakan bahwa korps kombatan tidak dibentuk, 
juga tidak membuka lembaga perekrutan, di wilayah suatu negara netral 
untuk membantu para pihak yang berperang dalam konflik bersenjata. 
Pasal 5 menempatkan tanggung jawab langsung pada negara netral untuk 
menjamin bahwa tindakan-tindakan yang dirujuk pada Pasal 4 tidak terjadi 
di wilayahnya. Sedangkan akibat dari Pasal 17 adalah bahwa seorang 
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individu yang beraksi untuk mendukung salah satu pihak yang berperang 
dengan mengangkat senjata sebagai tentara bayaran atau kontraktor 
militer swasta tidak dapat mempertahankan kenetralannya. Meskipun 
demikian, pasal yang sama menyatakan bahwa individu tersebut masih 
berhak atas tingkat perlindungan yang diberikan kepada warga negara 
dari negara-negara yang berperang. 
Personel dari PMSC bisa terdiri dari milisi-milisi atau korps 
sukarelawan dari negara yang sedang berkonflik, sesuai Pasal 4 A ayat 
(2) Konvensi Jenewa Ketiga. Yang menjadi masalah adalah ketika PMSC 
membentuk atau menjadi bagian dari sebuah kelompok yang terlibat 
dalam situasi konflik bersenjata. Dengan demikian, mereka memenuhi 
empat kriteria yang menandakan bahwa mereka bisa dikenakan Hukum 
humaniter. Empat kriteria itu adalah: ada struktur komando, memiliki 
tanda-tanda pembeda yang jelas, membawa senjata secara terbuka, dan 
mematuhi hukum-hukum dan kebiasaan perang. 
Menurut Protokol Tambahan I Pasal 43, personel PMSC bisa 
digolongkan kombatan apabila mereka adalah anggota dari kelompok 
terorganisir yang berada di bawah tanggung jawab komando dari pihak 
yang sedang berkonflik, dan mereka harus mematuhi hukum internasional 
yang berlaku dalam konflik bersenjata. Bahkan beberapa PMSC dalam 
komunikasinya pada publik berjanji bahwa mereka akan mematuhi hukum 
internasional, khususnya hak asasi manusia dan hukum humaniter. 
Contohnya The International Peace Operation Organization (IPOA), 
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sebuah organisasi yang mendorong peran dari PMSC, telah 
mengaplikasikan kode etik yang berbunyi :  
“Dalam setiap operasi mereka, pihak yang bertanda tangan akan 
mengikuti semua hukum internasional yang relevan dan protokol-protokol 
yang terkait hak asasi manusia”.  
 
Mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 
mengurangi kehilangan dan kehancuran harta benda. Pihak yang 
bertanda tangan akan mengikuti Konvensi Internasional PBB tentang Hak 
Sipil dan Politik dan Konvensi Jenewa, serta akan mencari konklusi yang 
cepat, adil, dan menguntungkan.  
Personel PMSC bisa juga termasuk kategori warga sipil yang 
menyertai angkatan bersenjata, sesuai Pasal 4 A ayat (4) dari Konvensi 
Jenewa Ketiga.  Salah satu contohnya adalah warga sipil yang menjadi 
kru pesawat militer atau kontraktor penyedia barang bagi militer. Jika 
personel PMSC dikategorikan warga sipil, mereka dapat mengambil 
manfaat dari perlindungan yang disediakan bagi warga sipil oleh Hukum 
humaniter. Dalam konflik bersenjata internasional mereka dilindungi oleh 
Konvensi Jenewa Keempat, asal memenuhi unsur-unsur yang disebutkan 
di Pasal 4 Protokol Tambahan I, dan Hukum Kebiasaan Internasional. 
Sedangkan, dalam konflik bersenjata non-internasional mereka dilindungi 
oleh Common Article 3, Protokol Tambahan II, dan Hukum Kebiasaan 
Internasional. Akan tetapi, perlindungan ini hanya akan berlaku jika 
personel PMSC tidak terlibat dalam pertempuran (engage in hostilities) 
atau personel PSC. 
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Untuk perluasan status tawanan perang yang diatur dalam 
Konvensi Jenewa Ketiga, dimana personel PMSC atau khususnya untuk 
personel PSC dikatakan bukan kombatan karena mereka tidak berhak 
berpartisipasi dalam permusuhan. Sedangkan penjelasan mengenai Pasal 
43 Protokol Tambahan I tidak berkaitan dengan kategori orang-orang 
yang berhak atas status tawanan perang, tetapi bukan kombatan. 
Kesimpulan ini adalah jelas dari pemaknaan sederhana Pasal 50 Protokol 
Tambahan I dan Pasal 4 Konvensi Jenewa Ketiga. Pasal 50 Protokol 
Tambahan I yang  mendefinisikan bahwa warga sipil sebagai orang-orang 
tidak dijelaskan dalam Pasal 4A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) 
dari Konvensi Ketiga. Akibatnya, orang-orang yang tercantum dalam Pasal 
4A ayat (4) (personil dukungan logistik bagi angkatan bersenjata) atau 
personel PSC dianggap sebagai warga sipil karena Pasal 43 Protokol 
Tambahan I menetapkan bahwa kombatan hanya memiliki hak untuk 
berpartisipasi dalam permusuhan, harus disimpulkan bahwa personel PSC   
tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Selain itu, 
penjelasan Pasal 43 dengan jelas menyatakan bahwa semua anggota 
angkatan bersenjata adalah kombatan, dan hanya anggota angkatan 
bersenjata adalah kombatan, bukan personel dari PSC yang hanya 
bertugas dalam penjagaan keamanan sarana dan prasarana dari negara 
yang menyewanya. 
Sebaliknya untuk istilah tentara bayaran yang sering dikaitkan 
dengan personel PMC, yang lebih sering digunakan dan lebih populer 
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sebenarnya di mata publik dan media, yaitu dari perspektif legal, untuk 
disebut sebagai tentara bayaran dalam perspektif Hukum humaniter, 
seseorang harus memenuhi enam kriteria menurut Pasal 47 Protokol 
Tambahan yaitu : 
1. Harus direkrut secara khusus untuk bertempur di dalam konflik 
bersenjata. 
2. Terlibat secara langsung dalam pertempuran. 
3. Motivasinya hanya untuk keuntungan pribadi. 
4. Bukan warga negara dari pihak yang berkonflik atau penduduk 
dari wilayah yang dikuasai pihak yang berkonflik. 
5. Bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik. 
6. Tidak dikirim oleh negara yang tidak terlibat dalam konflik 
bersenjata yang dimaksud. 
Kriteria-kriteria di atas dimiliki oleh personel PMSC untuk dikatakan 
sebagai tentara bayaran dalam Hukum humaniter. Karena umumnya 
personel PMSC  dikontrak secara khusus untuk bertempur dan terlibat 
langsung dalam sebuah konflik bersenjata. Selain itu, mereka umumnya 
dikontrak untuk menyediakan layanan, seperti pelatihan, keamanan 
individu, atau kegiatan inteligen. Selanjutnya, mereka menggabungkan 
PMSC ke dalam angkatan bersenjata sebuah negara. 
Hal di atas seharusnya membuang konsep “semi kombatan”, yang 
kadang-kadang telah digunakan pada dasar kegiatan-kegiatan yang 
kurang lebih berkaitan langsung dengan upaya perang. Hukum humaniter 
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menyediakan kerangka kerja yang koheren untuk mencakup semua orang 
yang berada dalam situasi konflik bersenjata. Walaupun, kebanyakan dari 
mereka mungkin juga tidak memenuhi syarat untuk mendapat manfaat 
dari status kombatan. Sebagian besar memiliki status sipil menurut hukum 
humaniter. Namun dari sebuah tulisan yang telah dijadikan karya ilmiah, 
dari sudut pandang Hukum humaniter, seseorang yang dapat 
dikategorikan sebagai tentara bayaran yaitu personel PMSC tidak 
dianggap kombatan dan tidak memiliki status sebagai Tawanan Perang 
(PoW). Kecuali, jika mereka terlibat langsung dalam pertempuran.56  
Dari sisi lain yang menjadi fakta sekarang ini dan menyimpulkan 
bahwa personel PMSC dapat dikatakan sebagai kombatan atau tawanan 
perang, karena mereka terlibat langsung dalam peperangan. Meskipun 
begitu, menurut Pasal 4 Konvensi Jenewa Keempat, tentara bayaran 
adalah pihak yang dilindungi. Dalam ketentuan Pasal 75 Protokol 
Tambahan I dapat diterapkan kepada mereka sebagai halnya hukum 
perjanjian dan hukum kebiasaan internasional.  
Terkait personel PMSC, walaupun dilindungi, istilah PMSC tidak 
disebutkan secara eksplisit dalam satu pun dari keempat Konvensi 
Jenewa tahun 1949. Instrumen Hukum humaniter mainstream pertama 
yang secara khusus menyangkut personel PMSC adalah Protokol 
Tambahan I 1977. Hal ini berlaku secara eksklusif untuk konflik bersenjata 
internasional. Namun demikian, ICRC menganggap Pasal 47 Protokol 
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Tambahan I sudah mencerminkan Hukum humaniter Kebiasaan seperti 
yang telah penulis paparkan di atas. 
Ketentuan tentara bayaran atau personel PMSC pertama kali 
diusulkan pada tahun 1976 oleh delegasi Nigeria ke Konferensi 
Diplomatik, meskipun dengan istilah yang sedikit berbeda. Agar seorang 
individu diklasifikasikan sebagai tentara bayaran dalam Pasal 47 (2), yang 
bersangkutan harus memenuhi semua enam persyaratan, dari poin 1 
sampai poin 6 di atas. 
Salah satu persyaratan yang paling diperdebatkan Pasal 47 (2) 
terkandung dalam poin 3 yang berkaitan dengan motivasi. Bagi sebagian 
orang, penting untuk membedakan definisi dari tentara bayaran dengan 
aktor-aktor lain atas dasar motivasi mereka. Kekurangan Pasal 47 yang 
paling jelas adalah ketika membaca sudut pandang bagian-bagian lain 
dari protokol tersebut. Meskipun pasal tersebut memberi penjelasan 
tentang definisi aktivitas tentara bayaran atau personel PMSC, pasal 
tersebut sangat kecil maknanya jika kita menimbang konsekuensi dari 
status mereka berdasarkan Protokol I. Akibat dari Pasal 47 adalah bahwa 
personel PMSC berhak atas status kombatan atau tawanan perang. 
Dengan kata lain, Pasal 47 disajikan sebagai suatu pengecualian pada 
aturan-aturan tentang siapa yang bisa menjadi kombatan. Pasal 43 ayat 
(2) Protokol Tambahan I mendefinisikan kombatan sebagai anggota 
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angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik (dengan pengecualian 
personil medis dan keagamaan).57  
Namun, dalam Pasal 47 ayat (2) sub-pasal (e) atau poin 5 dari 
persyaratan untuk dikatakan sebagai tentara bayaran menyatakan bahwa 
seorang tentara bayaran atau personel PMSC adalah “bukan anggota 
angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik”. Ini berarti bahwa setiap 
individu yang memenuhi definisi tentara bayaran tidak berhak atas status 
kombatan. Hal inilah yang perlu diperhatikan, mengingat adanya tumpang 
tindih aturan terkait status personel PMSC ini. Walaupun demikian, dari 
aturan hukum humaniter yang telah dipaparkan di atas, penulis 
berpendapat bahwa personel PMSC yang terdiri dari PMC dapat 
dikatakan sebagai kombatan dan PSC dapat dikatakan sebagai warga 
sipil yang menyertai peperangan, dan mereka dapat dikatakan sebagai 
tawanan perang ketika tertangkap oleh musuh. 
Ketika mempertimbangkan konsekuensi status dari personel 
PMSC, penting untuk dicatat bahwa orang-orang yang diklasifikasikan 
sebagai tentara bayaran, seperti yang disebutkan dalam Protokol 
Tambahan I, diberi perlindungan tertentu menurut Hukum humaniter. 
Meskipun dicabut status kombatan, warga sipil, dan tawanan perang, 
personel PMSC harus diperlakukan sebagai non-kombatan yang telah 
mengambil bagian dalam permusuhan. Individu tersebut berhak atas 
perlindungan dan “jaminan-jaminan fundamental” yang terkandung dalam 
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Pasal 75 protokol yang sama. Jaminan fundamental Pasal 75 memiliki 
ruang lingkup yang luas dan mencakup hak untuk diperlakukan secara 
manusiawi dalam segala keadaan dan hak untuk dilindungi dari 
pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, dan penghinaan atas martabat 
seseorang. Pasal 75 Ayat (4) menjamin hak untuk mendapatkan 
pengadilan yang adil dan proses yang sesuai dengan pelanggaran pidana. 
Para delegasi Konferensi Diplomatik Tahun 1977 bersikap tegas dalam 
desakan mereka agar personel PMSC dilindungi oleh jaminan-jaminan 
mendasar ini. Sejumlah negara secara eksplisit mengindikasikan bahwa 
mereka akan memahami pasal tersebut sebagai upaya untuk memberikan 
hak untuk dilindungi kepada PMSC oleh Pasal 75 ini. Oleh karena itu, 
menurut penulis, pernyataan yang mengatakan bahwa tentara bayaran 
atau personel PMSC tidak mendapat perlindungan menurut Hukum 
humaniter adalah keliru.  
Dari Pasal 43 Ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977 
memberikan suatu pembedaan yang jelas antara tentara regular dengan 
kelompok bersenjata lainnya, dan hal tersebut memberikan kesempatan 
lebih besar kepada penduduk yang bukan anggota bersenjata yang ikut 
dalam permusuhan untuk dimasukkan ke dalam golongan kombatan dan 
menjadi tawanan perang jika mereka jatuh ke tangan pihak lawan. Perlu 
ditekankan kembali dalam hal ini bahwa apabila seseorang yang 
tertangkap oleh pihak musuh dalam peperangan, haruslah diperlakukan 
sebagai tawanan, sebelum akhirnya statusnya akan ditentukan kemudian 
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di dalam suatu pengadilan yang sah (seperti amanat Pasal 75 Ayat (4) 
yang dijelaskan di atas), sehingga dapat ditentukan suatu tindakan hukum 
selanjutnya yang dapat diambil oleh pihak yang menangkap personel 
PMSC. 
 
B.    Hak dan Kewajiban Negara Pengguna Jasa Perusahaan Tentara 
Bayaran dan Jasa Keamanan (Private Military and Security 
Companies – PMSC) Jika Terjadi Pelanggaran terhadap Hukum 
Humaniter 
 
Setiap personel PMSC adalah manusia yang memiliki hak dan 
kewajiban secara hukum, baik dalam skala nasional maupun 
internasional. Pelanggaran yang dilakukan oleh atau terhadap PMSC 
harus diberikan sanksi hukum, untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan 
memberikan keamanan kepada masyarakat internasional, terutama bagi 
negara yang sedang berperang. Hal ini terkait dengan konsep tata kelola 
keamanan global. Konsep ini perlu diterapkan oleh setiap negara yang 
sedang berperang, terutama bagi negara yang menggunakan jasa PMSC, 
mengingat banyaknya kejadian yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh 
atau terhadap mereka. 
Ide untuk merumuskan kembali konsep tata kelola keamanan 
global muncul sehubungan dengan potensi kerusakan yang ditimbulkan 
oleh koalisi negara dan sektor swasta dalam menjalankan kewenangan 
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keamanan di atas. Abad ke-20 menjadi masa yang mengandung dua 
gejala  penting dalam hubungan internasional, yaitu perang dan damai. 
Dalam mengonseptualisasikan kecenderungan ini, pendapat dalam teori 
liberalisme menempatkan Amerika Utara dan Eropa Barat sebagai 
kawasan damai, sementara di luar itu cenderung dilihat sebagai kawasan 
konflik dan perang.58 Sekalipun liberalisme juga dikritik, namun ide-idenya 
tetap dipakai untuk mengesahkan tindakan negara-negara untuk 
berperang.59 Apa yang disebut dengan negara-negara Liberal Barat 
sekaligus juga mengimplikasikan dunia yang damai, dengan alasan yang 
sama maka liberalisme mengusulkan agar sistem-sistem dunia mencontoh 
kawasan ini. Kant, salah seorang penganjur liberalisme melalui tulisannya 
”Perpetual Peace”, mengusulkan agar semangat perdagangan disebarkan 
ke dunia untuk mencapai persatuan pada masyarakat internasional. Para 
pengikut Kant percaya perdagangan lintas bangsa akan membentuk 
hubungan yang saling menguntungkan dan kesalingbergantungan satu 
sama lainnya, yang menghentikan hasrat untuk berperang.60  
Namun konsep tata kelola keamanan global ini menjadikan bisnis 
PMSC terancam. Dengan adanya konsep tersebut, setiap negara 
bertanggung jawab atas perdamaian dan perlindungan hak setiap warga 
negara secara global. Namun negara yang menggunakan jasa PMSC 
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dalam berperang terkadang memberikan aturan sendiri yang seolah-olah 
memberikan status “kebal hukum” terhadap personel PMSC. Hal inilah 
yang membuat para personel PMSC membuat banyak kekacauan dan 
kekerasan dalam suatu negara. 
Contoh kasus yang terjadi dengan melibatkan personel PMSC 
dalam sengketa bersenjata non-internasional yaitu Pemberontakan 
Revolusioner Bersatu (Revolutionary United Front) di Sierra Leone.  
Setelah Perang Dunia II, dunia ternyata tidak lebih tenteram dan aman. 
Konflik dan pertikaian terjadi dimana-mana, baik dalam skala internal, 
regional, hingga pada yang bersifat internasional yang melibatkan banyak 
negara.  Dalam masa inilah, dunia berada dalam pengaruh organisasi 
swasta yang merupakan perusahaan perekrutan tentara bayaran dan 
penjaga keamanan bayaran atau yang disebut dengan PMSC. 
Keberadaan PMSC semakin menjamur dengan omset yang sangat 
besar.61 
Dalam berbagai konflik bersenjata tidak jarang ditemukan fakta 
keterlibatan PMSC. Padahal dalam Protokol Tambahan I Konvensi 
Jenewa telah disebutkan dalam subbab di atas bahwa keterlibatan tentara 
bayaran dalam konflik bersenjata tidak dibenarkan. Namun hal itu hanya 
sebatas aturan. Penggunaan jasa PMSC semakin menjamur karena 
berbagai alasan yang bagi sebagian kalangan dianggap sangat efisien 
dalam memenangkan perang.  
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Seperti halnya tentara Gurkha yang terkenal di seluruh dunia 
karena keberanian dan kekuatannya, dimana tentara ini adalah para 
penduduk Nepal dan India utara, dan nama Gurkha berasal dari nama 
orang suci Hindu abad ke-18, Guru Gorakhnath. Pada perang Nepal di 
Tahun 1814, Inggris harus menerima kegagalan, ketika gagal 
menganeksasi Nepal menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. Tapi saat itu 
Inggris begitu terkesan dengan kegigihan dan keberanian tentara Gurkha. 
Gurkha menarik perhatian Inggris dengan kemampuan berperangnya 
yang alamiah, agresif di medan pertempuran, tidak takut mati, loyalitas 
yang tinggi, tahan dalam berbagai medan, fisik yang kuat, dan pekerja 
keras. Karena itulah Kerajaan Inggris kemudian merekrut mereka sebagai 
tentara bayaran. Gurkha kemudian melayani Kerajaan Inggris pada 
Perang Pindaree Tahun 1817, perang Bharatpur Tahun 1826, serta 
perang Sikh di Tahun 1846 dan 1848. Gurkha juga membuktikan 
keberanian dan loyalitasnya kepada Inggris dalam Pemberontakan Sepoy 
pada Tahun 1857 sampai 1858. Ketika Perang Dunia I sebanyak 100.000 
prajurit Gurkha bersama Inggris ikut bertempur di medan perang Perancis, 
Mesopotamia, Persia, Mesir, Gallipoli, Palestina dan Salonika. Sementara 
pada Perang Dunia II sebanyak 112.000 tentara Gurkha bersama 
Pasukan Sekutu Commonwealth bertempur dalam perang di Suriah, Afrika 
Utara, Italia dan Yunani sampai Malaysia dan Singapura.62  
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Di Sierra Leone antara Tahun 1995-1996, Executive Outcomes 
(salah satu PMSC) dibayar US$ 1,5 juta sebulan untuk mengalahkan 
pemberontak Barisan Revolusioner Bersatu (Revolutionary United Front). 
Dalam sebulan setelah pemerintah Sierra Loane mengontrak Executive 
Outcomes pada Mei 1995, pemerintah dapat mengambil alih Distrik Kono 
yang penuh tambang intan dan berlian. Saat itu, Executive Outcomes 
sudah membuat anak perusahaan di Inggris bernama Sandline, yang 
memasok tentara Sierra Leone. Belakangan Sandline mendapat masalah 
karena memasok senjata untuk Sierra Leone padahal PBB melarangnya. 
Dalam hal ini, personel PMSC ini melakukan penyelundupan berlian dan 
menukarkannya dengan senjata. Yang pada akhirnya memicu semakin 
maraknya pertikaian dan konflik bersenjata di daerah itu sendiri. Selain itu, 
dari beberapa sumber yang penulis temukan, para personel PMSC 
melakukan tindakan yang benar-benar di luar nilai-nilai kemanusiaan. 
Bahkan beberapa fakta di lapangan membenarkan bahwa mereka rela 
membunuh demi uang.63 
Sedangkan dalam contoh kasus penggunaan jasa PMSC dalam 
sengketa besenjata internasional dapat dilihat pada perang di Irak. Salah 
satu PMSC milik Amerika Serikat yang terbesar adalah Blackwater.  Dapat 
dikatakan Blackwater telah menjadi cabang kelima dari angkatan 
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bersenjata Amerika Serikat.64 Blackwater didirikan pada tahun 1997 oleh 
Erik Prince yang dikenal sebagai seorang mega-jutawan sayap kanan 
Kristen radikal dan pemberi donasi bagi partai Republik. Sebelum 
membuka usaha keamanan swasta, Prince adalah anggota pasukan 
khusus Amerika Serikat, Navy Seal. Morris mengutip pernyataan Erik 
Prince :65  
"Our teams are not cooking meals or moving supplies. They are taking 
bullets. They are veterans who have chosen to serve their country once 
again."  
 
Dengan pernyataan ini, maka tidak dapat disangkal Blackwater 
membawa misi khusus ke dalam tata kelola keamanan global, tidak 
terlepas dari dimensi ideologis dan kepentingan nasional negaranya. 
Rangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh personel Blackwater 
menjadi kasus-kasus yang penting untuk menilai akibat-akibat campur 

















2005 77 71 7 71 
2006 61 53 3 52 
2007 57 39 6 39 
Total 195 163 16 162 
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Bisnis utama Blackwater yaitu menyediakan pasukan pengawal, 
bantuan hukum, penjaga keamanan, penjaga perdamaian, dan operasi 
pemeliharaan stabilitas di negara yang sedang bergejolak, di mana 
Amerika terlibat di dalamnya. Mereka melatih sedikitnya 40.000 orang 
dalam setahun. Anggota resmi Blackwater sendiri berkekuatan 10.000 
orang pasukan. Mereka dilengkapi dengan persenjataan tercanggih di 
dunia dan alat transportasi militer darat, laut, dan udara. Bisa dikatakan 
Blackwater adalah pasukan elit swasta yang sering menjadi garda depan 
pemerintah Amerika dan berbagai zona pertempuran. Mereka 
mendapatkan total kontrak US$ 1 miliar. Terdapat 20.000 personel PMSC 
di Irak dan Blackwater adalah yang terbesar.67 
Selain kasus di Irak, penggunaan jasa PMSC terjadi pada perang 
Vietnam yang sempat membuat Amerika berpikir panjang saat 
mengirimkan tentara pemerintah ke wilayah konflik Irak dan Pakistan. 
Pada perang Vietnam, presiden Johnson diam-diam menambah jumlah 
pasukan di ladang pembantaian Vietkong. Pemerintahan Bush dan 
Obama tampaknya enggan untuk terlalu banyak mengorbankan nyawa 
tentaranya demi ambisi menjadi polisi dunia. Jadi pilihan terbaik adalah 
menggunakan jasa PMSC atas nama pemerintah Amerika Serikat. 
Tujuannya, mengamankan nyawa orang Amerika dan sekutunya di Irak 
dan Pakistan.  
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Banyak masyarakat menduga bahwa tentara Amerika telah 
bertindak melebihi batas tugasnya di Irak dan Pakistan dengan 
membunuh warga sipil. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sebagian dari 
pembunuhan itu dilakukan Blackwater. Berikut ini daftar laporan mengenai 
Blackwater yang diselidiki oleh FBI :68 
1.    Pada 31 Maret 2004, empat tentara Blackwater disergap, 
dibunuh, dan digantung di jembatan Fallujah, Irak, oleh penduduk 
yang ingin membalas perbuatan militer Amerika Serikat. Mereka 
yang tewas itu adalah para pengawal dari Blackwater Security 
Consulting yaitu Scott Helvenston, Wesley Batalona, Jerry Zovko, 
dan Michael Teague ditemukan tewas. Mereka mati dengan tubuh 
hangus terpanggang dan terpotong. Dua di antaranya digantung 
terbalik di atas jembatan Sungai Euphrat, Fallujah, Irak. Empat 
hari kemudian, serangan besar terjadi di kota Fallujah dan 
menewaskan banyak warga sipil. Tidak diketahui apakah 
serangan tersebut berhasil menghabisi para pembunuh keempat 
personel Blackwater atau tidak.  Diduga kuat, pembunuh personel 
Blackwater tersebut tidak bisa membedakan mana tentara 
Amerika Serikat, mana personel PMSC tersebut. 
2.    Pada 4 April 2004, seorang tentara Amerika Serikat, Kopral 
Loonie Young,  justru mendapat izin menembak demostran di 
Kota Najaf, Irak, dari pusat komando Blackwater. Hal yang 
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membingungkan adalah bagaimana bisa perusahaan swasta 
mengambil kendali militer Amerika Serikat di situasi genting 
seperti itu. Akibatnya, ratusan orang terbunuh saat itu. Namun, 
pemerintah Amerika Serikat „menciutkan‟ jumlah korban hanya 
20-30 orang. Dari sini tampak praktek liberalisme Amerika Serikat 
sudah menyentuh bidang militer. Peran PMSC sangat besar 
dalam mengendalikan segala sesuatu. Situasi yang sama juga 
terjadi pada industri perbankan Amerika yang justru dikendalikan 
oleh federal Reserve, yaitu perusahaan swasta yang bertindak 
seperti Bank Sentral. 
3.   Pada 16 Februari 2005, pasukan Blackwater menembakkan 70 
peluru secara membabi buta. Alasannya, hanya karena curiga 
akan sebuah mobil warga Irak yang mendekat. Dalam 
penyelidikan, terungkap keterangan palsu pasukan Blackwater 
yang mengaku mobil mereka ditembaki. Padahal, fakta dan saksi 
menunjukkan bahwa merekalah yang menembaki mobilnya 
sendiri sebagai alibi. 
4.   Pada 25 Desember 2006, seorang tentara Blackwater yang 
sedang mabuk menembak mati seorang pasukan pengawal Wakil 
Presiden Irak. 
5.   Pada 16 September 2007, pasukan Blackwater menembak 17 
orang Irak. Lalu, 14 diantaranya dibunuh tanpa alasan. 
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6.   Pada 6 Februari 2006, seorang penembak jitu Blackwater 
menembak mati 3 pengawal yang bekerja di Iraq Media Network 
tanpa sebab yang jelas.  
7.   Antara 2005 hingga 2007 saja, pasukan Blackwater terlibat dalam 
195 insiden penembakan, 163 kasus diantaranya berakibat pada 
pemecatan personel Blackwater. 
Jika dilihat dari laporan resmi di atas, korban manusia yang 
disebabkan oleh aksi militer Blackwater relatif kecil dibandingkan 
kerusakan harta benda. Namun, hal ini tidak berarti turunnya kualitas dari 
kekerasan dan tidak akan memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan 
baik oleh negara maupun sektor swasta. Pada kenyataannya Al Qaeda 
menjanjikan pembayaran 10.000 gram emas bagi siapa saja yang dapat 
membunuh elit Blackwater. Pihak lainnya menyediakan hadiah                       
US$ 50.000 untuk setiap kematian tentara Blackwater manapun.69 
Berdasarkan data yang dikeluarkan klaim asuransi dalam laporan 
Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, pada Februari 2006, 
setidaknya 505 personel PMSC tewas di Irak sejak awal perang di Irak, 
dan 4.744 lainnya juga terluka. Di akhir tahun 2007, jumlah personel 
Blackwater yang tewas mencapai 1.001 orang. Diperkirakan jumlahnya 
lebih besar dari yang dilaporkan secara resmi. 
Kasus-kasus di atas adalah salah satu bukti keberadaan dan 
penggunaan jasa PMSC dalam perang, baik untuk pengamanan ataupun 
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untuk menjalankan beberapa misi tertentu. Fenomena PMSC sebenarnya 
telah lama tercium oleh gerilyawan Irak pada masa itu. Sejak awal invasi 
Amerika Serikat ke Irak, Blackwater telah melakukan banyak sekali 
pelanggaran hukum perang, begitu banyak anak-anak, wanita yang 
termasuk warga sipil yang tidak bersenjata ditembak bahkan hingga pada 
tindakan yang tidak manusiwi lainnya. Fenomena pelangaran hukum 
perang yang terjadi di Fallujah, Irak, pada tahun 2004 adalah contoh kecil 
kasus yang dilakukan oleh personel PMSC. Begitu banyak kejahatan 
perang yang dilakukan oleh PMSC, betapa tidak karena sebenarnya 
mereka telah diiming-imingi bayaran yang besar sehingga apapun yang 
menjadi penghambat tugas mereka akan mereka singkirkan. Seperti 
halnya divisi konsultan keamanan Blackwater yang memegang kontrak 
senilai 109 juta dollar dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 
untuk pengamanan di Irak. Menurut surat kabar Washington Post, 
pemerintah Amerika Serikat memberi kewenangan pada perusahaan itu 
untuk mengerahkan pasukan pembunuhnya. Blackwater diperkirakan 
mengerahkan sekitar 1.000 personelnya di Irak, dilengkapi dengan mesin-
mesin dan senjata perang yang canggih untuk menjaga kepentingan 
Amerika Serikat di Irak. Dan sepanjang invasi Amerika Serikat ke Irak, 
tidak sedikit pula personel Blackwater yang tewas di tangan pejuang Irak. 
Melihat fakta ini, wajar saja jika begitu banyak warga sipil yang 
seharusnya dilindungi kini menjadi korban kejahatan perang yang 
dilakukan oleh PMSC.  
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Sulit untuk disangkal pada kasus Amerika Serikat, koalisi dengan 
PMSC dibentuk karena negara ini memiliki kebutuhan yang sangat tinggi 
untuk berperang. Amerika Serikat memakai PMSC untuk memaksimalkan 
pengendalian atas lingkungan global sambil menambah keuntungan 
kepada sektor swasta, dan dengan demikian kemampuan nasional untuk 
menyediakan pelayanan publik juga akan meningkat. PMSC tumbuh 
subur di Amerika Serikat khususnya setelah Perang Dingin, karena 
dipandang  dapat menyediakan tenaga militer alternatif yang relatif lebih 
murah, di tengah tingginya biaya yang harus ditanggung oleh negara ini 
untuk mengamankan negaranya. Deklarasi perang melawan terorisme 
(war on terror) menjadi proses yang mempercepat pertumbuhan sektor 
swasta hingga mencapai bentuk seperti yang dikonseptualisasikan 
sebagai PMSC.70 
Dari berbagai sumber mengatakan bahwa, saat ini Amerika Serikat 
telah sangat tergantung kepada PMSC. Pada dasarnya, PMSC di tangan 
Amerika Serikat menawarkan bentuk instrumen keamanan militer yang 
lebih fleksibel untuk menggandakan kekuatan militer tanpa hambatan 
politik dan birokrasi seperti halnya dalam pembangunan kekuatan militer 
resmi. PMSC di tangan Amerika Serikat bukan sekedar alat untuk 
berperang, namun juga merupakan kekuatan yang ikut bermain dalam 
memformulasikan agenda keamanan nasional negara-negara lain.71  
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Inggris merupakan negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat 
yang menjadi “rumah” bagi sejumlah PMSC besar. Negara ini dianggap 
sebagai frontrunner of privatization in Europe karena besarnya anggaran 
nasional yang diserahkan kepada PMSC. Diperkirakan terdapat empat 
puluh PMSC yang berbasis di Inggris dengan jangkauan operasi 
internasional. Mereka menawarkan jasa-jasa militer termasuk investigasi, 
pelatihan, negosiasi tawanan, dan perlindungan di area dengan resiko 
keamanan tinggi. Pelimpahan fungsi-fungsi militer kepada perusahaan 
swasta ini dirancang terutama untuk mendatangkan keuntungan finansial 
bagi Inggris dengan menjual jasa keamanan dan militer secara maksimal 
ke luar Inggris. 
Berdasarkan laporan UN Working Group on Use of Mercenaries, 
pendapatan PMSC yang berbasis di Inggris diperkirakan meningkat dari 
US$ 320 juta sebelum perang Irak menjadi US$ 1,6 milyar pada Maret 
2004.72 Di bawah skema PFI, perusahaan militer swasta Inggris diberi 
kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek keamanan di negara-
negara yang rawan konflik. Misalnya, pemerintah Inggris memberikan 
pinjaman uang kepada pemerintah Mozambik untuk meneruskan kontrak 
dengan perusahaan keamanan Inggris, untuk melatih tentara Mozambik 
agar mampu menanggulangi konflik-koflik domestiknya. Pemerintah 
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Inggris juga memakai kewenangannya untuk memberikan fasilitas kepada 
PMSC agar mendapatkan klien-klien baru di dunia.73 
Di samping itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dan 
terhadap personel PMSC sangat bertentangan dengan aturan-aturan 
kebiasaan hukum humaniter. Aturan-aturan tersebut adalah : 
“Aturan 4 : Angkatan bersenjata pihak yang terlibat konflik terdiri dari 
semua pasukan, kelompok, dan satuan bersenjata yang teroganisasi yang 
berada di bawah sebuah komando yang bertanggung jawab kepada pihak 
yang terlibat konflik tersebut atas tindakan para bawahannya.”  
 
“Aturan 7 : Pihak-pihak yang terlibat konflik harus setiap saat 
membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Penyerangan hanya 
boleh diarahkan kepada sasaran militer. Penyerangan tidak boleh 
diarahkan kepada objek sipil”  
 
“Aturan 11 : Penyerangan yang membabi buta adalah dilarang.”  
 
“Aturan 12 : Penyerangan yang membabi buta adalah penyerangan yang : 
(a)  yang tidak diarahkan kepada sebuah sasaran militer tertentu; 
(b)  yang menggunakan cara atau sarana pertempuran yang tidak dapat 
diarahkan kepada sebuah sasaran militer tertentu; atau 
(c)  yang menggunakan cara atau sarana pertempuran yang dampaknya 
tidak dapat dibatasi sesuai dengan aturan Hukum humaniter 
sehingga, sebagai akibatnya, setiap penyerangan semacam itu 
bersifat mengenai sasaran militer maupun orang sipil atau objek sipil 
tanpa membeda-bedakan”  
  
“Aturan 13 : Penyerangan melalui pemboman dengan cara atau sarana 
yang memperlakukan sebagai sebuah sasaran militer tunggal sejumlah 
sasaran militer yang jelas-jelas saling terpisah dan berdiri sendiri-sendiri 
tetapi sama-sama terletak di dalam sebuah kota besar, kota kecil, desa, 
atau kawasan tertentu, padahal di dalam kota besar, kota kecil, desa, atau 
kawasan yang bersangkutan juga terdapat pemusatan orang sipil atau 
objek sipil, adalah dilarang.”  
 
“Aturan 35 : Mengarahkan penyerangan kepada sebuah kawasan yang 
telah ditetapkan sebagai tempat untuk melindungi prajurit yang terluka, 
prajurit yang sakit, dan orang sipil dari dampak permusuhan adalah 
dilarang.”  
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“Aturan 36 : Mengarahkan penyerangan kepada sebuah kawasan yang 
telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik sebagai kawasan 
demilitarisasi adalah dilarang.”  
 
“Aturan 37 : Mengarahkan penyerangan kepada sebuah lokasi yang tidak 
memiliki pertahanan adalah dilarang.”  
 
“Aturan 47 : Menyerang orang yang diketahui sebagai hors de combat 
(tidak lagi ikut serta dalam permusuhan) adalah dilarang. Yang dimaksud 
dengan orang yang hors de combat (tidak lagi ikut serta dalam 
permusuhan) adalah sebagai berikut : 
(a)  setiap orang yang berada dalam kekuasaan pihak musuh; 
(b)  setiap orang yang tidak mampu membela diri karena pingsan, karena 
kapalnya karam, karena luka-luka, atau karena sakit; atau 
(c) setiap orang yang jelas-jelas mengungkapkan kehendak untuk 
menyerah, sepanjang orang yang bersangkutan tidak melakukan 
tindakan permusuhan dan tidak berupaya melarikan diri.”  
 
“Aturan 146 : Tindakan pembalasan perang terhadap orang-orang yang 
dilindungi oleh Konvensi-konvensi Jenewa adalah dilarang.”  
 
“Aturan 147 : Tindakan pembalasan terhadap objek-objek yang dilindungi 
oleh Konvensi Jenewa dan oleh Konvensi Den Haag mengenai 
Perlindungan Benda Budaya adalah dilarang.”  
 
“Aturan 148 : Pihak yang terlibat konflik bersenjata non-internasional tidak 
berhak menggunakan tindakan pembalasan perang. Tindakan-tindakan 
pembalasan lain terhadap orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta 
secara langsung dalam permusuhan adalah dilarang.”  
 
Aturan-aturan di atas adalah larangan-larangan bagi setiap tentara 
yang berada dalam peperangan. Setiap tentara, baik tentara militer resmi 
dari suatu negara maupun tentara bayaran atau personel PMSC harus 
menaati setiap larangan-larangan yang diatur dalam hukum humaniter di 
atas. Adapun langkah pencegahan dalam penyerangan yang harus 
dilakukan oleh setiap negara yang berperang, termasuk negara yang 
menggunakan jasa PMC, diatur dalam : 
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“Aturan 15 : Dalam pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian harus selalu 
dilakukan untuk menjaga keselamatan penduduk sipil, orang sipil, dan 
objek sipil. Semua langkah pencegahan yang dapat dilakukan harus 
dilakukan untuk menghindari, dan untuk selalu memperkecil, timbulnya 
kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, dan 
kerusakan objek sipil.”  
 
Sedangkan untuk ketentuan yang mengatur personel PSC, yaitu : 
“Aturan 25 : Personil medis yang tidak menjalankan tugas lain kecuali 
tugas-tugas medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. 
Mereka kehilangan perlindungan bilamana melakukan tindakan yang 
mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka.”  
 
“Aturan 108 : Prajurit bayaran (mercenary), sebagaimana didefinisikan 
dalam Protokol Tambahan I, tidak berhak atas status kombatan ataupun 
status tawanan perang. Mereka tidak boleh divonis bersalah atau dijatuhi 
pidana tanpa proses pengadilan.”  
 
Dari aturan-aturan hukum humaniter di atas, setiap PMSC harus 
mematuhinya. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Banyak sekali 
pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh PMSC dan negara 
pengguna jasanya tidak mencegah bahkan membiarkan tindakan tersebut 
terjadi. Hal inipun diperparah dengan komando dari pengguna jasa PMSC 
tersebut. Pada hakikatnya, setiap tindakan dalam peperangan harus 
mematuhi aturan hukum humaniter seperti : 
“Aturan 144 : Negara tidak boleh mendorong terjadinya pelanggaran 
Hukum humaniter oleh pihak yang terlibat konflik bersenjata. Negara 
harus sedapat mungkin mengerahkan pengaruhnya untuk menghentikan 
terjadinya pelanggaran Hukum humaniter.”  
 
“Aturan 145 : Dalam hal tidak dilarang oleh Hukum Internasional, tindakan 





Dari aturan-aturan di atas, negara bertanggung jawab atas setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh PMSC. Aturan ini diperkuat ole aturan 
mengenai tanggung jawab negara dengan ganti rugi yang harus diberikan. 
“Aturan 149 : Negara bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum 
humaniter yang disebabkan olehnya, termasuk : 
(a)  pelanggaran yang dilakukan oleh organ-organnya, termasuk angkatan 
bersenjatanya; 
(b)  pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang 
memperoleh kuasa darinya untuk melaksanakan unsur-unsur 
kewenangan pemerintah; 
(c)  pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang secara 
faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada 
di bawah pengarahan atau kendalinya; 
(d)  pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok swasta yang 
diakuinya dan diadopsinya sebagai perbuatannya sendiri.”  
 
“Aturan 150 : Negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum 
humaniter diharuskan memberikan ganti rugi penuh atas kehilangan atau 
luka-luka yang ditimbulkan.”  
 
Bentuk pertanggungjawaban negara atas setiap pelanggaran yang 
dilakukan oleh personel PMSC adalah bertanggung jawab di mata 
internasional dan arus memberikan ganti rugi penuh atas pelanggaran 
yang dilakukan. Selain tanggung jawab negara, setiap personel dari 
PMSC  memiliki tanggung jawab individual, yang selalu diabaikan oleh 
mereka, yaitu : 
“Aturan 151 : Individu bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan 
perang yang dilakukannya.”  
 
“Aturan 152 : Komandan dan atasan lain bertanggung jawab secara 
pidana atas kejahatan perang yang dilakukan karena kepatuhan terhadap 
perintahnya.”  
 
“Aturan 153 : Komandan dan atasan lain bertanggung jawab secara 
pidana atas kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya bilamana 
dia tahu, atau punya alasan untuk tahu, bahwa bawahannya itu akan 
melakukan atau sedang melakukan kejahatan perang yang bersangkutan 
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tetapi tidak mengambil semua langkah yang perlu dan wajar sesuai 
dengan wewenangnya untuk mengecah pelaksanaan kejahatan perang 
tersebut atau, dalam hal kejahatan perang tersebut telah dilakukan, untuk 
menghukum orang yang bertanggung jawab.”  
 
“Aturan 154 : Setiap kombatan berkewajiban untuk tidak mematuhi 
perintah yang nyata-nyata melanggar hukum.”  
 
“Aturan 155 : Mematuhi perintah atasan tidak membebaskan bawahan 
dari tanggung jawab pidana jika bawahan yang bersangkutan tahu, atau 
seharusnya tahu, bahwa perintah tersebut melawan hukum karena 
tindakan yang diperintahkan itu sifatnya jelas-jelas melawan hukum.”  
 
Kejahatan perang yang dilakukan oleh personel PMSC dan negara 
pengguna jasanya memberikan konsekuensi hukum sesuai aturan : 
“Aturan 156 : Pelanggaran serius terhadap Hukum humaniter merupakan 
kejahatan perang.”  
 
“Aturan 157 : Negara berhak menaruh yurisdiksi universal ke tangan 
pengadilan nasional mereka menyangkut kejahatan perang.”  
 
“Aturan 158 : Negara harus menyelidiki kejahatan perang yang dinyatakan 
telah dilakukan oleh warganya atau oleh angkatan bersenjatanya atau di 
wilayahnya dan, bilamana perlu, harus melakukan penuntutan hukum 
terhadap tersangkanya.”  
 
“Aturan 159 : Pada akhir permusuhan, pihak berwenang terkait harus 
berusaha memberikan amnesti seluas mungkin kepada orang-orang yang 
telah ikut serta dalam konflik bersenjata non-internasional yang 
bersangkutan atau kepada orang-orang yang dicabut kebebasannya 
karena alasan-alasan yang terkait dengan konflik bersenjata yang 
bersangkutan, kecuali kepada orang-orang yang dicurigai, dituduh, atau 
dipidana atas kejahatan perang.”  
 
“Aturan 160 : Asas kadaluwarsa tidak boleh berlaku bagi kejahatan 
perang.”  
 
“Aturan 161 : Negara-negara harus melakukan segala usaha untuk 
bekerja sama sejauh mungkin dengan satu sama lain untuk memfasilitasi 
proses penyelidikan kejahatan perang dan proses penuntutan hukum 




Sepanjang sejarah dunia, selama terjadi perang selalu saja ada 
pelanggaran hukum perang yang terjadi, misalnya bagaimana para 
tentara menembak warga sipil utamanya anak-anak atau bagaimana taktik 
perang yang digunakan yang tidak sesuai dengan hukum perang yang 
berlaku, seperti yang telah dilakukan oleh Zionis Israel di Jalur Gaza, 
Palestina. Tindakan yang dilakukan Israel ini telah melanggar tujuan 
Hukum humaniter yaitu memanusiawikan perang.  
Tujuan tersebut berarti bahwa setiap sengketa bersenjata atau 
perang harus memperhatikan aspek kemanusiaan. Namun yang terjadi 
saat ini, negara-negara yang menggunakan jasa PMSC, khususnya jasa 
PMC (tentara bayaran) seringkali tidak memperhatikan hal tersebut, 
bahkan memberikan derita yang berlebihan kepada warga sipil. 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah menyalahi tujuan dari Hukum 
humaniter itu sendiri, serta aturan sengketa bersenjata. 
Bentuk pertanggungjawaban negara atas pelanggaran yang 
dilakukan PMSC terhadap Hukum humaniter yang lain adalah janji dari 
Presiden Amerika Serikat untuk mengembalikan kewenangan keamanan 
publik ke negara berupa peningkatan dan perbaikan kualitas staf 
pemerintah terkait pengawasan dan audit terhadap proses kontrak dengan 
PMSC. Perkembangan ini tentunya sangat penting untuk masa depan 
dunia. Sekalipun demikian, kemajuannya tetap membutuhkan partisipasi 
masyarakat internasional yang luas, termasuk kesadaran dari agen-agen 
negara itu untuk menghentikan campur tangan swasta dalam membentuk 
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keamanan global. PMSC semestinya merespon perkembangan ini dengan 
mengambil langkah-langkah pengamanan atas dirinya agar usahanya 
tidak terhambat. 
Persekutuan PMSC seperti IPOA dan BAPSC juga dapat dipakai 
untuk menekan pemerintah-pemerintah negara agar terus mendukung 
outsourcing di sektor keamanan dan pertahanan negara. Sekalipun Eric 
Prince mengatakan bahwa orang-orangnya menjalankan tugas 
pengabdian kepada negara, tidak dapat disangkal yang menjadi tujuan 
utamanya adalah keamanan usahanya dan pemerintahan yang 
mendukung usahanya. Akhirnya, dapat disimpulkan perjuangan untuk 
menciptakan keamanan global telah mendatangkan masalah 
kemanusiaan dan keadilan. Hal yang mengundang perdebatan adalah 
prinsip-prinsip yang dipakai dalam menjalankan kewenangan keamanan. 
Konsep koalisi negara dan PMSC, mekanisme, prosedur, dan kebijakan 
yang  mengintegrasikan kepentingan sektor swasta ke dalam kepentingan 
keamanan publik dan global membuat penghormatan kepada hak asasi  
manusia menjadi tidak relevan untuk liberalisme. Teori liberalisme yang 
mendukung pengendalian lingkungan global dengan semangat 
perdagangan berpotensi untuk meningkatkan kekerasan serta 
mengancam keselamatan manusia dan perdamaian dunia.  
Sebaliknya, ketika personel PMSC dilanggar haknya dalam suatu 




1. Terorganisasi dengan tingkatan eksekutif dan shareholder yang 
jelas. 
2. Menggunakan sistem keuangan korporasi yang kompleks. 
3. Menjalankan bisnis untuk jangka panjang.  
4. PMSC dapat beriklan secara terbuka, baik untuk menjual jasa-
jasa maupun penerimaan anggota untuk dipekerjakan.  
5. Organisasi ini juga menyediakan tenaga profesional dengan 
keahlian yang sangat tinggi dan dapat memenuhi beragam misi 
keamanan baik swasta maupun publik.  
6. Para personel perusahaan swasta jenis ini dapat beradaptasi 
dengan sangat cepat di lapangan, dapat pula berubah-ubah 
tindakannya.74  
Negara memiliki beberapa kewajiban di bawah hukum humaniter 
terkait aktivitas dari PMSC, baik itu pelanggaran yang dibuat olehnya 
ataupun haknya yang dilanggar. Jika hak dari personel PMSC dilanggar 
seperti halnya pada kasus Fallujah di Irak, Amerika Serikat atau negara 
pengguna jasa PMSC memberikan asuransi terhadap mereka. Pemberian 
asuransi ini dapat memberikan perlindungan kepada jiwa personel PMSC. 
Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban negara terkait pelanggaran PMSC 
terhadap Hukum humaniter harus diperjelas agar negara dapat 
mengimplementasikannya dalam bentuk legislasi, serta mekanisme-
mekanisme teknis ikutannya. Dalam Pasal 1 dari Empat Konvensi 
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   Rifan Syambodo. Op.Cit. 
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Jenewa, setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan 
memastikan dipatuhinya Hukum humaniter. Secara khusus, beberapa 
negara memiliki peran yang lebih. Contohnya, seperti negara yang 
menyewa PMSC, negara di mana PMSC beroperasi, negara di mana 
PMSC  didirikan (bermarkas), dan negara asal para karyawan PMSC. 
Negara yang menyewa PMSC memiliki hubungan yang paling dekat 
dengan mereka. Sangatlah penting untuk ditekankan bahwa negara 
tersebut tetap bertanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi 
kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter. Contohnya, Pasal 12 
Konvensi Jenewa Ketiga secara jelas menyatakan perlakuan manusiawi 
terhadap tawanan perang tetap harus diperhatikan oleh kekuatan yang 
menahannya. Hubungan dekat ini juga dapat diartikan bahwa negara 
dapat bertanggung jawab secara langsung, menurut undang-undang 
nasional mereka, atas tindakan PMSC, khususnya apabila PMSC 
bertindak atas nama otoritas negara yang memberinya kuasa. Sebagai 
tambahan, negara yang mengontrak PMSC memiliki kewajiban untuk 
memastikan bahwa PMSC yang mereka kontrak mematuhi Hukum 
humaniter. Caranya, misalnya dengan menambahkan beberapa 
persyaratan dalam klausul kontrak dengan PMSC. Syarat-syarat, seperti 
pelatihan standar tentang hukum humaniter, meminta PMSC untuk tidak 
terlibat dalam operasi militer, dan pemeriksaan karyawan PMSC terkait 
rekam jejak mereka di masa lalu. Negara yang menyewa PMSC harus 
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menekan kejahatan perang dan pelanggaran-pelanggaran terhadap 
Hukum humaniter yang dilakukan personel PMSC. 
Hal di atas memang sulit, akan tetapi paling tidak dengan adanya 
aturan-aturan yang bersifat mengikat, pelanggaran-pelanggaran ini bisa 
dikurangi. Negara di mana PMSC beroperasi juga memiliki kewajiban 
untuk memastikan bahwa hukum humaniter dihormati di wilayahnya. Hal 
ini bisa dilakukan dengan membuat aturan yang menyediakan kerangka 
kerja legal untuk aktivitas PMSC. Contohnya, negara dapat membuat 
sistem pendaftaran terkait beberapa kriteria untuk PMSC, serta mereka 
dapat memberikan izin bagi PMSC. Negara di mana PMSC didirikan atau 
memiliki markas besar juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa 
hukum humaniter dihormati. Mereka secara khusus memiliki peran yang 
optimal dan efektif karena dapat mengatur dan memberi izin operasi bagi 
PMSC. Mereka dapat membuat aturan yang mengharuskan PMSC 
memenuhi beberapa persyaratan untuk beroperasi sesuai hukum, 
contohnya memastikan bahwa karyawan PMSC menerima pelatihan yang 
layak dan menjalani pemeriksaan rekam jejak yang memadai. 
Negara-negara di mana karyawan PMSC berasal tetap harus disebutkan.  
Walaupun, negara-negara ini tidak memiliki keterkaitan langsung 
dengan PMSC ataupun operasi yang mereka jalankan, mereka memiliki 
hubungan yuridiksi yang kuat terhadap karyawan dari negara mereka. 
Negara-negara ini dapat menjadi tempat terbaik untuk memberikan sanksi 
hukum (put on trial) kepada para karyawan PMSC (dari negara itu 
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tentunya) apabila mereka melanggar hukum humaniter, bahkan jika 
kejadiannya di luar negeri. Secara sederhana, setiap negara memiliki 
kewajiban di bawah Hukum humaniter. Beberapa kewajibannya relatif 
luas, dan dibutuhkan panduan bagi negara untuk 
mengimplementasikannya.  
Ada beberapa cara di mana langkah-langkah di atas bisa 
diterapkan secara efektif. Pemerintah Swiss bersama dengan ICRC telah 
meluncurkan inisiatif untuk mendorong penghormatan terhadap Hukum 
humaniter dan juga mengusulkan cara-cara penanganan terkait 
meningkatnya kehadiran PMSC dalam konflik bersenjata. Tujuan dari 
inisiatif itu adalah untuk berkontribusi dalam debat yang terjadi di dunia 
internasional terkait masalah-masalah penggunaan PMSC, dan untuk 
mempelajari dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk 
menjamin negara melaksanakan kewajibannya dalam menghormati dan 
menjalankan hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia. ICRC 
bekerjasama dengan Pemerintah Swiss terkait inisiatif ini dengan tujuan 
untuk mendapatkan penghormatan yang lebih besar terhadap Hukum 
humaniter. Inisiatif ini menjadi awal munculnya Montreux Document Tahun 
2008.75 
Sebagian ahli berpendapat perusahaan-perusahaan militer dan 
keamanan swasta atau PMSC akan menjadi kekuatan utama yang 
membentuk ide-ide dan perilaku perang di masa depan. Di Inggris dan 
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  http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm 
Diakses pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014, jam 17.10 WITA. 
93 
 
Jerman, personel militer swasta terus mengalami kenaikan yang 
bermakna. Di Polandia, Amerika Serikat, dan Turki, jumlahnya telah 
melampui militer resmi. Sekalipun begitu, belum terdapat kesepakatan 
internasional tentang batasan dan aturan main untuk campur tangan 
swasta dalam tata kelola keamanan global. Hal inilah yang diperlukan 
agar dapat mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh mereka.76 
Konseptualisasi tentang tata kelola keamanan global (global 
security governance) berguna untuk memahami persoalan kemanusian di 
balik koalisi negara dan PMSC. Pengaruh sektor swasta dalam 
membentuk keamanan global dan akibat-akibat dari campur tangan 
tersebut bagi masa depan dunia dan keamanan publik ini perlu diberikan 
perhatian. Negara bagaimana pun tidak dapat memutuskan kebijakan 
keamanan dengan teknik-teknik dan strategi bisnis. Manusia merupakan 
subjek sekaligus objek yang harus dilindungi.  
Tata kelola keamanan global berisi bermacam-macam aktor mulai 
dari negara, organisasi internasional, korporasi, asosiasi professional, 
kelompok-kelompok pendampingan, termasuk gerakan-gerakan 
perubahan dan perlawanan regional yang bekerja untuk menetapkan isu 
keamanan dan merumuskan kebijakan terkait dengan keamanan. 
Peristiwa penyerangan ke dalam negara Amerika Serikat semakin 
memperjelas karakterisktik sikap dan perilaku pada unsur-unsurnya. 
Meningkatkan keamanan untuk satu kawasan atau satu kelompok dengan 
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  Ranny Emilia dan Amelia Khaira. Permasalahan Kemanusiaan dalam Tata Kelola 
Keamanan Global : Kritik bagi Liberalisme. Diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 




mengorbankan yang lain, atau tanpa menimbang keamanan yang lain, 
selalu mengundang masalah kemanusiaan dan ketidakadilan.  
Permasalahan yang terkait dengan campur tangan PMSC adalah 
kewenangan keamanan kolektif yang dimiliki oleh organisasi internasional 
seperti PBB. Ada perdebatan dalam hal ini karena campur tangan PBB 
nyatanya hanya menambah daftar perang dan konflik di kawasan yang 
menjadi target liberalisme untuk dibebaskan. Dalam memutuskan perang 
dengan Irak, Amerika Serikat, dan Inggris bahkan tidak mengindahkan 
keputusan yang dibuat oleh PBB. Salah satu alasan untuk melegalkan 
tindakan ini adalah dengan mengatakan bahwa PBB gagal dalam 
menjalankan kewenangan kolektif atau publik.77 
Konsep tata kelola keamanan alternatif menjadi penting untuk 
menetapkan prinsip-prinsip baru yang disebarkan ke dunia oleh kelompok-
kelompok keamanan. Namun juga penting untuk menekankan nilai-nilai 
intinya dalam merumuskan tata kelola keamanan alternatif. Tata kelola 
keamanan global ini sebagai bentuk pencegahan ataupun solusi ketika 
PMSC semakin meledak, atau bahkan mengancurkan perdamaian di 
dunia. Secara konseptual, campur tangan PMSC dalam urusan keamanan 
publik terjadi melalui dua proses. Pertama, dari usaha keamanan pribadi-
pribadi yang dibentuk untuk mengamankan dirinya sendiri. Keamanan 
swasta model  ini biasanya banyak muncul di lingkungan yang keras dan 
selanjutnya bekembang menjadi usaha komersial yang menjual jasa untuk 
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  Laporan Tahunan dari Alyson Bailes yang berjudul “Global Security Governance : a 
World of Change and Challenge”. SIPRI Yearbook : Armaments, Disarmament, and 
International Security Tahun 2005. 
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orang lain. Kedua, perusahaan keamanan yang sengaja dibentuk untuk  
memindahkan kewenangan yang secara tradisional merupakan monopoli 
negara.78 PMSC merupakan evolusi dari usaha-usaha keamanan swasta 
yang telah mengalami kemajuan dalam berusaha, dalam pengertian diakui 
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A.    Kesimpulan 
 
 
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu : 
1.  Personel PMSC yang terdiri dari PMC dapat dikatakan sebagai 
kombatan dan PSC dapat dikatakan sebagai warga sipil yang 
menyertai angkatan bersenjata, dan mereka dapat dikatakan 
sebagai tawanan perang ketika tertangkap oleh musuh. 
Walaupun statusnya sebagai kombatan, warga sipil, dan 
tawanan perang, personel PMSC tetap harus diperlakukan 
sebagai non-kombatan yang telah mengambil bagian dalam 
permusuhan, yang memiliki hak untuk diperlakukan secara 
manusiawi dalam segala keadaan dan hak untuk dilindungi dari 
pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, dan penghinaan atas 
martabat seseorang. Dari Pasal 43 Ayat (1) Protokol Tambahan I 
Tahun 1977 memberikan suatu pembedaan yang jelas antara 
tentara regular dengan kelompok bersenjata lainnya, dan hal 
tersebut memberikan kesempatan lebih besar kepada penduduk 
yang bukan anggota bersenjata yang ikut dalam permusuhan 
untuk dimasukkan ke dalam golongan kombatan dan menjadi 
tawanan perang jika mereka jatuh ke tangan pihak lawan, 
sehingga haruslah diperlakukan sebagai tawanan, sebelum 
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akhirnya statusnya akan ditentukan kemudian di dalam suatu 
pengadilan yang sah, sehingga dapat ditentukan suatu tindakan 
hukum selanjutnya yang dapat diambil oleh pihak yang 
menangkap personel PMSC. Pasal 75 (4) menjamin hak untuk 
mendapatkan pengadilan yang adil dan proses yang sesuai 
dengan pelanggaran pidana. Oleh karena itu, personel PMSC 
tetap mendapat perlindungan menurut hukum humaniter.  
2.  Pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dilakukan oleh 
atau terhadap personel PMSC memberikan kewajiban atau 
pertanggungjawaban kepada negara pengguna jasanya. 
Personel PMSC tidak “kebal hukum”. Mereka tetap harus tunduk 
pada Hukum humaniter, sampai ada putusan pengadilan yang 
sah atas setiap pelanggaran yang dibuatnya. Setiap negara 
harus memberikan ganti rugi atas kehilangan atau luka-luka yang 
diakibatkan dari tindakan  personel PMSC. Jika hak dari personel 
PMSC dilanggar seperti halnya pada kasus Fallujah di Irak, 
Amerika Serikat atau negara pengguna jasa PMSC memberikan 
asuransi terhadap mereka. Pemberian asuransi ini dapat 







B.   Saran 
 
1.  Sebaiknya dibuat ketentuan yang mengatur perusahaan tentara 
bayaran dan jasa keamanan (Private Military Security 
Companies - PMSC), agar segala perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh personelnya dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum di mata internasional. 
2.  Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap negara yang 
bertikai atau dalam sengketa bersenjata, terutama yang 
menggunakan jasa perusahaan tentara bayaran dan jasa 
keamanan (Private Military Security Companies - PMSC), 
seharusnya bertanggung jawab atas semua tindakannya. Tidak 
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